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Akronim, 
Singkatan, dan glosari
adat 	 adat istiadat, termasuk hukum tradisional
Askes Gakin	 Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin 
B.B.	 Bahasa Benuaq 
BIOMA 	 Yayasan Biosfer Manusia (LSM lokal)
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	 (Kementerian Negara Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman)
BPK	 Badan Perwakilan Kampung
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BTL	 Bantuan Tunai Langsung 
CARE Indonesia	 Kantor CARE International di Indonesia 
CIFOR	 Center for International Forestry Research (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional
CSF	 Center for Social Forestry (Pusat Kehutanan Sosial)
DPM	 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
e.g.	 sebagai contoh
emic	 persepsi budaya yang spesifik 
etc. 	 dan lain-lain, dll.
GDP	 Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto – PDB)
GN-OTA	 Gerakan National Orang Tua Asuh 
GSM	 Gerakan Sendawar Makmur 
HDI 	 Human Development Index (UNDP) – Indeks Pembangunan Manusia yang 		
	 dikembangkan UNDP (United Nations Development Programme)
HPH	 Hak Pengusahaan Hutan 
HPHH	 Hak Pemungutan Hasil Hutan 
HPI 	 Human Poverty Index (UNDP) – Indeks Kemiskinan Manusia yang dikembangkan 	
	 UNDP (United Nations Development Programme) 
IPPK  	 Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu
IUPHHK 	 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JPS	 Jaring Pengaman Sosial  
Kehati	 Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (salah satu LSM Indonesia) 
kk	 Kepala Keluarga 
km	 kilometer
M.A.	 Master of Arts (salah satu gelar sarjana strata 2)
NGO	 nongovernmental organisation, di Indonesia sering dipahami sebagai 
	 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
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NESP 	 nested spheres of poverty (lingkaran kemiskinan bertingkat)
No.	 Nomor
OECD	 Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi bagi kerjasama 	
	 ekonomi dan pembangunan)
p.	 halaman buku
P2D	 Program Pengembangan Prasarana 
p.a.	 per annum (per tahun)
PhD / Ph.D.	 Doctor of Philosophy (gelar Sarjana Strata 3)
PKPS-BBM 	 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak 
Posyandu 	 Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu 
pp.	 halaman buku
PT ASKES	 PT Asuransi Kesehatan Indonesia 
PT KEM	 PT Kelian Equatorial Mining
Puskesmas	 Pusat Kesehatan Masyarakat 
Puti Jaji	 salah satu LSM setempat di Kalimantan Timur
Raskin	 Beras Miskin 
Rp	 Rupiah
SHK	 Yayasan Sistem Hutan Kerakyatan (salah satu LSM yang giat di Kutai Barat) 
SK	 Surat Keputusan
SLA	 Sustainable Livelihood Approach (Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan
SLTA	 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 
SLTP	 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
SoSek	 Sosial Ekonomi  
SUSEDA	 Survey Sosial Ekonomi Daerah 
SWB 	 subjective wellbeing (kesejahteraan subyektif ) 
UN	 United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB)
UNDP	 United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB)
US$	 Dolar Amerika
USA	 Amerika Serikat
UU	 Undang-undang 
VCD	 Video Compact Disk
Yayasan Anum Lio	 Salah satu LSM setempat di Kalimantan Timur yang sebelumnya bernama 
	 Rio Tinto Foundation 
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Ringkasan Eksekutif

Sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek CIFOR-BMZ Making Local Government More 
Responsive to the Poor: Developing Indicators and Tools to Support Sustainable Livelihood 
under Decentralisation (Menjadikan Pemerintah Daerah yang Lebih Tanggap terhadap 
Warga Miskin: Mengembangkan Indikator dan Alat untuk Mendukung Pembangunan 
Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi), tujuan utama penelitian ini 
adalah mengungkap dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Dayak 
Benuaq di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penelitian ini menyajikan persepsi masyarakat 
Dayak Benuaq tentang kemiskinan, mendokumentasikan perubahan yang terjadi setelah 
desentralisasi, dan menjelaskan hubungan sebab akibat di balik proses-proses yang sedang 
berlangsung.

Masyarakat Dayak Benuaq memiliki kesamaan pemahaman tentang kemiskinan yang 
sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi rumah tangga. Umumnya, warga dianggap 
miskin jika mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, 
dan pakaian. Selain itu, masyarakat Dayak Benuaq memiliki konsep kehidupan yang baik 
(bolupm bueq) dan kehidupan yang buruk (bolupm daat), yang meliputi berbagai aspek 
ekonomi, sosial, politik, fisik, dan emosional. Konsep setempat ini sangat mirip dengan 
konsep kesejahteraan (wellbeing) dan kesengsaraan (illbeing).

Desentralisasi tampak jelas memiliki sejumlah dampak positif terhadap kehidupan warga 
Dayak Benuaq. Pembentukan kabupaten baru Kutai Barat meningkatkan partisipasi politik 
dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok suku yang sebelumnya terpinggirkan 
ini. Sekarang Benuaq merupakan kelompok mayoritas dalam pemerintah kabupaten Kutai 
Barat. Dengan otonomi daerah, infrastruktur dan pelayanan pemerintah di berbagai sektor 
meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh. 

Tetapi perbaikan dan peluang ini belum dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan 
data resmi kemiskinan menunjukkan adanya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih 
tinggi daripada sebelum era desentralisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
kesenjangan dalam kampung meningkat secara dramatis karena penyebaran manfaat yang 
tidak merata. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah memang terlihat di 
tingkat kampung, tetapi program ini sering tidak memenuhi harapan pejabat pemerintah 
daerah dan warga karena lemahnya implementasi dan mekanisme kontrol. Yang paling 
terasa negatif adalah dampak desentralisasi pada lingkungan alam dan sosial. Konflik antar 
warga, dan antara warga dengan perusahaan, meningkat sejak desentralisasi. Kebanyakan 
konflik ini dipicu oleh masalah lahan dan sumber daya alam yang semakin tinggi nilainya. 
Banyak konflik yang diperparah dengan tumbuhnya kecenderungan ke arah kepemilikan 
individual dan melemahnya mekanisme penyelesaian konflik tradisional. Pengambilan 
sumber daya alam melalui kegiatan penebangan dan pertambangan batubara di Kutai Barat 
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menyebabkan turunnya mutu air sungai dan hutan. Longgarnya kendali dan pengawasan 
pemerintah daerah terhadap kegiatan perusahaan pertambangan, penebangan, dan 
perkebunan kelapa sawit semakin memperburuk dampak negatif kegiatan sektor tersebut 
terhadap lingkungan alam dan sosial.

Kondisi ekonomi kebanyakan rumah tangga semakin buruk. Harga-harga meningkat 
tajam setelah subsidi BBM dihentikan pada bulan Oktober 2005. Resentralisasi wewenang 
pengelolaan hutan ke pemerintah pusat dan kendali terhadap pembalakan liar yang kian 
diperketat juga menurunkan kondisi ekonomi ini. Peningkatan kekayaan material umumnya 
hanya bersifat jangka pendek. Pendapatan tunai yang tinggi dari sektor kayu umumnya 
tidak digunakan untuk menjamin penghidupan melalui investasi jangka panjang. Saat ini, 
masyarakat kembali mengandalkan strategi mata pencaharian alternatif, seperti rotan dan 
karet. Selain itu, banyak warga menyatakan harapannya bahwa setelah booming kayu, segera 
ada perusahaan yang membuka kegiatan tambang batubara agar mereka bisa memperoleh 
pembayaran ganti rugi atau kompensasi.

Dengan demikian, kendati desentralisasi di Kutai Barat menciptakan sejumlah peluang 
baru, hal tersebut disertai dengan ongkos sektor lingkungan sosial dan alam yang tinggi. 
Penggunaan peluang politik dan ekonomi baru yang tidak berimbang dan pengambilan 
sumber daya alam secara besar-besaran yang pada akhirnya dapat menciptakan kerentanan 
kehidupan masyarakat Dayak Benuaq dan mengancam keberlangsungan lingkungan dan 
sosial, kecuali jika pemerintah daerah segera mengambil tindakan. Tindakan penanggulangan 
Pemerintah Daerah harus mencakup perbaikan implementasi program penanggulangan 
kemiskinan, rencana pembangunan jangka panjang yang berdasarkan pada pemanfaatan 
sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kendali yang lebih ketat terhadap perusahaan-
perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan manfaatnya bagi 
masyarakat.
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1. Pengantar 
Melalui reformasi desentralisasi, pemerintah daerah di banyak negara memperoleh wewenang 
politik dan kekuasaan pengambilan keputusan yang lebih besar, sehingga mereka memiliki 
kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah 
daerah dapat menerapkan program penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif apabila 
mereka memiliki alat yang lebih baik dan metode yang lebih tepat untuk memprioritaskan 
tindakan dan mengevaluasi dampaknya. Mulai tahun 2003 hingga 2006, proyek penelitian 
CIFOR-BMZ Making Local Government More Responsive to the Poor: Developing Indicators 
and Tools to Support Sustainable Livelihood under Decentralisation (Menjadikan Pemerintah 
Daerah yang Lebih Tanggap terhadap Warga Miskin: Mengembangkan Indikator dan Alat 
untuk Mendukung Pembangunan Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi) 
membantu pemerintah daerah di Indonesia (Kutai Barat dan Malinau) dan Bolivia (Pando) 
dalam meningkatkan dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan mereka. Tim proyek 
ini menggunakan pendekatan pembelajaran partisipatif dalam mengembangkan alat 
pemantauan dan perencanaan daerah. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengukur 
kemiskinan berdasarkan indikator-indikator khas daerah, memprioritaskan tindakan, dan 
mengevaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Tim ini juga 
mengadakan penelitian lapangan secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang 
lebih baik tentang kecenderungan kemiskinan dan kesejahteraan di daerah dan dampak 
desentralisasi terhadap kehidupan di daerah. 

1.1 Tujuan Penelitian 
Sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek CIFOR-BMZ, penelitian ini terutama 
bertujuan untuk memahami dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat 
Dayak Benuaq dan sebab-sebab yang mendasari beberapa perubahan terkini di Kutai Barat, 
Kalimantan Timur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap persepsi masyarakat 
Benuaq tentang kemiskinan, mendokumentasikan proses perubahan sosial ekonomi yang 
sedang berlangsung, dan memahami keterkaitannya dengan desentralisasi.

Menganalisis multidimensionalitas kemiskinan 
Selama beberapa dekade terakhir, pemahaman tentang kemiskinan telah bergeser dari semata-
mata pertimbangan penghasilan atau konsumsi ke arah definisi yang mencakup berbagai 
dimensi ekonomi, politik dan sosial kesejahteraan.  Pemahaman kemiskinan meliputi aspek-
aspek seperti penentuan nasib diri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi, ketaksetaraan, hak-hak 
asasi manusia, kerentanan, pemberdayaan, dan kesejahteraan subyektif. Di kalangan lembaga 
pembangunan internasional terkemuka, multidimensionalitas kemiskinan ini secara umum 
tidak lagi dipertentangkan (Sumner 2007: 4), dan hal ini mendominasi publikasi-publikasi 
utama mereka, seperti Millennium Development Goals (UN 2000), World Development 
Report (World Bank 2000), dan OECD Development Assistance Committee Poverty Guidelines 
(OECD 2001).

Sementara konsep kemiskinan mengalami perluasan dan minat untuk memahami 
warga miskin kian berkembang (Narayan, dkk. 2000a dan b), pengukuran kemiskinan 
hampir tidak mengalami perubahan. Lembaga-lembaga internasional dan pemerintah 
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masih lebih memilih untuk menggunakan konsep 
garis kemiskinan dan indikator kemiskinan yang 
bersifat ekonomi sentris, karena konsep-konsep 
baru dirasakan sulit untuk dikuantifikasi (Sumner 
2004, Kanbur & Squire 2001). Masih dipakainya 
metode pengukuran yang sempit ini mengabaikan 
multidimensionalitas kemiskinan, dan cenderung 
untuk mendukung strategi penanggulangan 
kemiskinan lama yang simplistis yang hanya 
mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro, 
perolehan pendapatan, dan perbaikan infrastruktur.

Karena tertarik untuk menangkap berbagai aspek 
kemiskinan, kami1 mengembangkan suatu model 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 
berbagai dimensi kemiskinan dengan indikator yang 
dapat dikuantifikasi serta kerangka analisis yang 
bersifat kualitatif (Gönner dkk. 2007a). Dengan 
memahami kemiskinan secara luas, salah satu tujuan 
penelitian ini adalah menguji model yang dibangun 
sebagai kerangka untuk menganalisis berbagai 
kecenderungan dalam kesejahteraan di daerah. 

Mengaitkan kemiskinan dengan antropologi budaya 

Di tengah besarnya perhatian terhadap kemiskinan 
dalam wacana pembangunan internasional, 
antropologi budaya masih terlihat ragu-ragu dalam 
perdebatan kemiskinan. Ini merupakan hal yang 
aneh mengingat sejak lahirnya disiplin ilmu ini, para 
antropolog budaya mempelajari, hidup, dan bekerja 
bersama orang-orang yang secara umum dianggap 
miskin. Studi antropologi telah memberi wawasan 
mendalam tentang kehidupan masyarakat miskin, 
persepsi mereka terhadap kemiskinan, dan aspek-
aspek tertentu kemiskinan (lihat misalnya Scott 
1985, Wikan 1980 dan 1996, Scheper-Hughes 
1992, Breman & Wiradi 2002). Tapi disiplin ilmu 
ini masih sangat enggan untuk membicarakan 
‘kemiskinan’, melahirkan konsep teoretis yang 
dapat digeneralisasikan, dan terlibat aktif dalam 
perdebatan yang terkait dengan kebijakan2.

Pandangan kritis para antropolog budaya terhadap 
lembaga kerja sama pembangunan, kebijakan, dan 
cara kerjanya (seperti dinyatakan Escobar 1991) 
adalah salah satu penyebab keengganan ini. Tetapi 
alasan utama mereka sebenarnya terletak pada 
relativitas budaya. Dalam antropologi budaya, 
pemahaman tentang kemiskinan dijauhkan dari 
aspek-aspek kebendaan dan kemiskinan dipandang 

sebagai kategori sosial yang harus dipahami secara 
relatif. Karena itu, untuk menghindari konotasi 
etnosentris, antropolog budaya memilih untuk 
tidak membicarakan kemiskinan (Verne 2005:5).

Meskipun relativitas budaya merupakan landasan 
penting dari antropologi budaya, saya sependapat 
dengan Verne bahwa pandangan kemiskinan yang 
terlalu relatif menjadikan ‘pandangan yang lain’ lebih 
asing daripada sebenarnya, dan mengaburkan fakta 
bahwa kemiskinan terdiri dari berbagai pengalaman 
universal manusia akan kekurangan serta cenderung 
mengesampingkan logika yang secara umum terkait 
erat dengan aspek politis, ekonomis, alam, dan sosial 
kemiskinan (Verne 2005: 5f ). Oleh karena itu, saya 
mendukung suatu posisi antropologi budaya yang 
secara aktif memperkaya penelitian kemiskinan dan 
perdebatan terkait kebijakan. 

Dalam penelitian ini, saya menyelidiki konsep 
kemiskinan suku Dayak Benuaq dengan bertumpu 
pada perspektif holistik antropologi budaya untuk 
membahas multidimensionalitas kemiskinan dan 
kerumitan jalinan sebab akibatnya. Lebih jauh lagi, 
saya menggunakan konsep kemiskinan multidimensi 
yang dikembangkan oleh sebuah tim lintas 
disiplin3, yang menunjukkan bahwa antropologi 
budaya dapat menyumbang banyak memperkaya 
kancah penelitian kemiskinan, termasuk isu yang 
berkaitan dengan permasalahan konseptual serta 
metodologinya.

Memahami kecenderungan kemiskinan di Kutai Barat 
Perkembangan kemiskinan di Kutai Barat sulit 
dipahami karena tidak ada data kemiskinan resmi 
yang konsisten. Selama ini, kemiskinan di Kutai 
Barat diukur oleh lembaga yang berbeda-beda 
dan dengan metode yang berbeda-beda pula4. 
Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mengukur 
kemiskinan berdasarkan konsumsi sedangkan Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
menggunakan kriteria sosial ekonomi (Cahyat 
2004). Di samping itu, kebanyakan indikator 
yang digunakan untuk mengukur kemiskinan 
di Indonesia hanya sesuai bagi kondisi dan gaya 
hidup masyarakat Jawa perkotaan yang jelas tidak 
tepat bila digunakan untuk mengukur kemiskinan 
di kawasan desa berhutan seperti di Kutai Barat. 
Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika 
pada tahun 2002 terdapat dua data berbeda terkait 
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persentase warga miskin di Kutai Barat: 12,63% 
menurut BPS,  dan 47,3% menurut BKKBN. 
Sementara itu, berdasarkan survei tambahan yang 
dilaksanakan untuk mengidentifikasi rumah tangga 
yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai 
(BLT), tingkat kemiskinan Kutai Barat pada tahun 
2005 adalah 39% (Gönner dkk. 2007b: 9).

Ketidakkonsistenan data kemiskinan dan 
ketidaksesuaian antara metode pendataan dengan 
kondisi setempat menjadi pendorong utama 
pengembangan metode baru untuk memantau 
kemiskinan/kesejahteraan rumah tangga di Kutai 
Barat. Salah satu tujuan penelitian ini adalah 
menunjang kegiatan pemantauan kemiskinan yang 
dilaksanakan oleh proyek CIFOR-BMZ bekerja 
sama dengan pemerintah daerah. Penelitian ini 
diharapkan memberikan pemahaman yang lebih 
baik tentang kondisi khas daerah dan persepsi 
kemiskinan, serta hubungan sebab akibat rumit 
yang mendasari kecenderungan kemiskinan di 
Kutai Barat saat ini.

Memahami dampak desentralisasi 
Di banyak negara, pemerintah melaksanakan 
desentralisasi wewenang keuangan, politik, dan 
administrasi ke tingkat pemerintahan di bawahnya 
dengan harapan bahwa hal ini dapat meningkatkan 
mutu pemerintahan daerah, meningkatkan 
penanggulangan kemiskinan, dan memajukan 
pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 
Tetapi beberapa penelitian terkini tentang reformasi 
desentralisasi di seluruh dunia mengungkapkan 
fakta bahwa kondisi yang tercipta sering tidak 
sesuai dengan harapan tinggi yang disematkan pada 
desentralisasi (misal, Agrawal 2000, Ahmad 1998, 
Brillantes dan Cuachon 2002, Crook dan Sverrison 
2001, Crook dan Manor 1998, Thomi dkk. 2001, 
Shackleton dkk. 2002, Ribot 2002).

Di kawasan Asia, Indonesia menerapkan salah 
satu reformasi desentralisasi paling ketat dengan 
memberlakukan UU Nomor 22 tahun 1999 yang 
memberi pemerintah daerah tingkat II bagian yang 
lebih besar atas pendapatan daerah, dan UU Nomor 
25 tahun 1999 yang menyerahkan tanggung jawab 
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pekerjaan 
umum, dan pengelolaan lingkungan dan sumber 
daya alam kepada pemerintah daerah. Pada bulan 
Oktober 2004, kedua UU desentralisasi ini diganti 

dengan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004. 
Berdasarkan UU baru ini, otonomi daerah tetap 
dipertahankan tetapi wewenang atas sejumlah 
bidang dikembalikan ke tingkat pemerintah 
pusat (resentralisasi), salah satunya adalah sektor 
pengelolaan kehutanan. 

Sejauh ini, dampak desentralisasi di berbagai 
daerah di Indonesia sangat bervariasi (misal, 
Aspinall dan Fealy 2003, Benda-Beckmann 2001, 
Klinken 2002, Sakai 2002). Di Kalimantan Timur, 
data kemiskinan resmi menunjukkan terjadinya 
stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih tinggi 
dibanding sebelum desentralisasi (Gönner dkk. 
2007b). Wewenang baru pemerintah daerah atas 
pengelolaan sumber daya alam untuk sementara 
waktu sempat membuka ruang bagi kabupaten 
untuk menerbitkan izin penebangan berskala 
kecil (yang disebut HPHH atau IPPK). Tetapi 
dengan resentralisasi sektor kehutanan pada tahun 
2004, wewenang penerbitan izin penebangan 
kembali menjadi hak eksklusif pemerintah pusat 
(Departemen Kehutanan). Sejauh ini, desentralisasi 
menciptakan banyak ketidakpastian di Kalimantan 
Timur. Ijin penebangan berskala kecil memang 
memberi keuntungan jangka pendek bagi masyarakat 
setempat, tetapi akibatnya penggundulan hutan 
menjadi lebih parah (Barr dkk. 2006 dan 2001, Barr 
dan Resosudarmo 2002, Casson 2000, Rhee 2000, 
Gönner dkk. 2007b). Salah satu tujuan penelitian ini 
adalah memperoleh pemahaman tentang dinamika 
yang muncul akibat desentralisasi di Kutai Barat 
dan memahami bagaimana dan mengapa dinamika 
tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat 
Dayak Benuaq.

Melengkapi penelitian tentang Kalimantan dan Dayak 
Benuaq 
Selama sejarahnya yang panjang dalam ekstraksi 
sumber daya alam, perdagangan dan migrasi, 
Kalimantan telah melalui banyak masa transisi. 
Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran 
selama seabad terakhir telah menciptakan degradasi 
lingkungan yang parah dan mempercepat proses 
perubahan sosial, ekonomi, dan politik (lihat 
misalnya Padoch & Peluso 1996, Cleary & Eaton 
1992). Sejak era desentralisasi, Kalimantan Timur 
kembali mengalami lonjakan eksploitasi sumber daya 
alam. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya 
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perusahaan yang menjangkau kawasan pedalaman 
karena diundang oleh pemerintah daerah yang ingin 
menaikkan penghasilan asli daerahnya. Kondisi ini 
tentu saja memicu proses perubahan yang lebih 
jauh. Dengan mencermati proses-proses terbaru 
ini serta kesalingterikatannya dengan desentralisasi, 
penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah 
penelitian terkini dalam ranah perubahan sosial, 
ekonomi, dan politik di Kalimantan.

Penelitian tentang Dayak Benuaq sebagian besar 
berfokus pada praktek-praktek budaya tradisional 
(misal, Massing 1981 dan 1982, Bonoh 1982, 
1985 a dan b, Latief 1986/87 dan 1989, Devung 
1990, Hopes 1997, Hopes dkk. 1997, Madrah dan 
Karaakng 1997, Madrah 1997 dan 2001, Oley 
1997, Venz 2002 dan Harris 2006) dan pengelolaan 
sumber daya alamnya (misal, Sardjono 1990, Nanang 
1990, Kraienhorst 1990, Sardjono dan Samsoedin 
2001, Gönner 2001 dan 2002, Gönner dan Seeland 
2002, Haug 2002, Crevello 2003, Matius 2004). Di 
samping itu, terdapat banyak literatur kelabu (yang 
tidak dipublikasikan), yang terdiri dari dokumen 
LSM, catatan pribadi, laporan pertemuan adat, dan 
materi yang dikumpulkan oleh masyarakat Benuaq 
sendiri. Informasi tentang proses ekonomi, sosial 
dan politik terbaru sebagian besar dapat ditemukan 
dalam literatur kelabu yang beberapa di antaranya 
disebut dalam karya Massing 1986, Haryo Widjono 
AMZ 1998, Gunawan dkk. 1999, Gönner 2001 dan 
2002, dan Safitri dan Bosko 2002. Namun sejauh 
ini belum ada studi komprehensif yang khusus 
mempelajari proses-proses tersebut. Penelitian ini 
diharapkan dapat mengisi kekurangan tersebut dan 
menambah pemahaman tentang perubahan sosial, 
politik, dan ekonomi terbaru dalam masyarakat 
Benuaq.

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan tujuan yang diuraikan di atas, 
pertanyaan berikut menjadi inti dari penelitian ini, 
yaitu:
Pertanyaan empiris:
1) Bagaimana persepsi masyarakat Dayak Benuaq 

tentang kemiskinan?
2) Proses-proses perubahan apa saja yang sedang 

berlangsung?
3) Apa hubungan sebab akibat yang melatarbelakangi 

perubahan ini?

4) Apa peran desentralisasi dalam proses-proses 
tersebut?

Pertanyaan teoritis/metodologis:
1)	 Bagaimana menganalisis kemiskinan dan 

perubahan kesejahteraan secara komprehensif?
2)	 Bagaimana desentralisasi mempengaruhi 

kemiskinan?

1.2 Kerangka Teoritis
Kami memahami kemiskinan sebagai fenomena 
multidimensi dan menurut kami, lawan dari 
kemiskinan bukan sekedar kekayaan materi tetapi 
juga kondisi kesejahteraan secara menyeluruh 
(Gönner dkk. 2007a, Haug, akan terbit). Definisi 
kemiskinan yang kami rumuskan yakni ‘kurangnya 
kesejahteraan’ mungkin tampak sangat sederhana.  
Namun demikian definisi ini terbukti sangat berguna 
untuk mengukur persepsi kemiskinan setempat dan 
menganalisis berbagai dimensi kemiskinan. 

Untuk menangkap berbagai konsep dan atribut 
kemiskinan, kazmi membuat konsep multidimensi 
(Gönner dkk. 2007a) yang bertumpu pada ide 
“pendekatan kemampuan” (Capability Approach) 
dari Amartya Sen (misal, 1993, 1997, 1999) dan 
“pendekatan matapencaharian yang berkelanjutan” 
(Sustainable Livelihood Approach --SLA) (misal, 
Chambers & Conway 1991, Scoones 1998, 
Baumann 2000, Solesbury & Daniels 2002). Model 
NESP kami secara analitis5 membedakan aspek-
aspek kesejahteraan yang berlainan, yang secara 
grafis ditampilkan dengan serangkaian lingkaran 
konsentris  (lihat Gambar 1).  Bagian inti tersusun 
atas kesejahteraan subyektif (SWB, subjective 
wellbeing) dan aspek-aspek kesejahteraan dasar 
seperti kesehatan, kekayaan materi dan pengetahuan, 
sementara bagian terluar menunjukkan konteks 
yang tersusun atas aspek ekonomi, sosial, alam, 
politik, serta infrastruktur dan pelayanan. 

Kesejahteraan subyektif bersifat sangat individu 
dan emosional. Kesejahteraan ini tidak memiliki 
nilai konstan, tetapi berubah-ubah sesuai dengan 
suasana hati dan lingkungan. Kesejahteraan ini 
dirasakan karena orang membandingkan kondisi 
kehidupannya saat ini dengan sebelumnya atau 
dengan standar kehidupan orang lain. Perasaan 
pribadi seperti kebahagiaan, keamanan, keterlibatan, 
dan kepuasan, ikut mempengaruhi kesejahteraan 
subyektif secara keseluruhan.  
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Kekayaan materi, kesehatan, dan pengetahuan 
mencerminkan hal yang secara umum disebut 
sebagai ‘kebutuhan dasar’.  Hal ini mencakup gizi, 
kesehatan, perumahan, pendidikan dan kemampuan 
individu. Dalam model NESP, ‘kekayaan materi’ 
mencakup kepemilikan kekayaan kebendaan yang 
minimal, ‘pengetahuan’ mencakup pengetahuan 
formal, informal dan tradisional, dan ‘kesehatan’ 
meliputi aspek gizi, ketersediaan air minum bersih, 
dan kondisi kesehatan individu.

Konteks dalam lingkaran ini terdiri dari lima 
jenis lingkungan. Lingkungan alam mencakup 
ketersediaan dan kualitas sumber daya alam. 
Lingkungan ekonomi mencakup kesempatan 
ekonomi dan jaring pengaman. Aspek-aspek seperti 
modal dan kerukunan sosial, rasa saling percaya, 
dan konflik, membentuk lingkungan sosial. 
Lingkungan politik terdiri dari hak dan partisipasi 
atau representasi dalam pengambilan keputusan, 
pemberdayaan, dan kebebasan. Lingkungan 
kelima adalah infrastruktur dan pelayanan yang 
umumnya disediakan pemerintah, LSM, proyek 
pembangunan, dan sektor swasta. Lingkungan ini 
membentuk lapisan terluar dalam model NESP 
karena infrastruktur dan pelayanan dapat dengan 

mudah menyusup ke dalam lingkungan-lingkungan 
lain.

Sementara proyek kami mengembangkan 
indikator yang dapat dikuantifikasi untuk setiap 
lingkungan guna mengukur kesejahteraan rumah 
tangga di Kutai Barat, saya menerapkan model NESP 
sebagai kerangka analitis untuk mengukur perubahan 
dan kecenderungan dalam kesejahteraan.

1.3 Metode Penelitian
Antara tahun 2004 hingga 2006, saya mengadakan 
penelitian lapangan selama 22 bulan6 di tiga 
kampung Dayak Benuaq7. Metode penelitian saya 
meliputi observasi partisipan, survei rumah tangga, 
serta wawancara informal semi terstruktur dengan 
penduduk kampung, staf LSM dan perwakilan 
sektor swasta, dan pejabat pemerintah daerah. 
Penelitian ini menjangkau beberapa tingkat yang 
berbeda: persepsi kemiskinan dan kesejahteraan 
diukur pada tingkat individu, sedangkan pola, dan 
strategi penghidupan diukur pada tingkat rumah 
tangga. Proses-proses dan dinamika yang sedang 
berlangsung diukur pada tingkat kampung dan 
kabupaten, dan bila perlu ditindaklanjuti hingga 
tingkat nasional dan internasional.

Infrastrukur

Pelayanan

Lin
gkungan

Ala
m

Kekayaan

Pengetahuan

Kesehatan

Lingkungan

Ekonom
i

Lingkungan

Sosial Lin
gkungan
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ik

Gambar 1.  Lingkaran kemiskinan bertingkat
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Untuk memperoleh wawasan tentang persepsi 
kemiskinan, saya mengawalinya dengan wawancara 
informal dan kemudian mengembangkan 
pemahaman yang saya peroleh melalui serangkaian 
wawancara mendalam dengan informan utama. Saya 
juga mengadakan survei terhadap 300 orang8 untuk 
mendapatkan informasi yang dapat diperbandingkan 
mengenai persepsi kemiskinan dan kesejahteraan 
berdasarkan usia dan jenis kelamin. 

Untuk memperoleh informasi awal seputar 
perubahan-perubahan terbaru di ketiga kampung, 
saya mengadakan diskusi kelompok terfokus yang 
membahas dampak otonomi daerah dan perubahan 
yang terasa selama lima tahun terakhir. Berdasarkan 
informasi yang terungkap dari diskusi ini, saya 
mengadakan survei pertama terhadap 80 rumah 
tangga9 pada tahun 2004.  Survei ini mencakup 
aspek data demografis, fisiologis, materi, emosional 
dan kognitif, serta kecenderungan-kecenderungan 
dalam konteks lingkungan alam, ekonomi, sosial, 
dan politik. Pada tahun 2005, survei kedua saya 
adakan untuk menyelidiki perubahan terkini yang 
disebabkan oleh berlakunya UU desentralisasi baru 
pada bulan Oktober 2004 dan peningkatan kendali 
atas pembalakan liar.

Selain dari literatur penunjang, diskusi rutin 
dengan responden utama berkaitan dengan 
pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian 
berperan besar dalam mempertajam dan 
memperdalam pemahaman saya tentang proses 
yang sedang berjalan. Pemahaman yang saya 

peroleh dari percakapan ini menjadi landasan 
penting dalam menafsirkan data yang terkumpul 
dari survei. Sebagian informan utama dipilih 
berdasarkan pengetahuan mereka (misalnya kepala 
kampung dan kepala adat, staf LSM, dan pejabat 
pemerintah), sebagian berdasarkan komitmen 
pribadi mereka terhadap topik yang relevan dengan 
penelitian ini (misalnya warga yang terlibat dalam 
upaya pembangunan kampung), dan sebagian 
lagi berdasarkan hubungan pribadi yang erat. 
Untuk menafsirkan dan memverifikasi data, saya 
menggunakan data yang dikumpulkan dalam 
proyek CIFOR-BMZ. 

Di setiap kampung, saya tinggal di suatu 
keluarga dan mendapat banyak hal menarik selama 
membaurkan diri dalam ketiga rumah tangga 
Benuaq yang berlainan. Di salah satu kampung, 
saya tinggal bersama dua antropolog budaya, Oliver 
Venz dan Richard Payne, yang mempelajari aspek 
ritual budaya Benuaq. 

Semua wawancara saya lakukan sendiri 
dalam bahasa Indonesia, dan sesekali diselingi 
dengan ungkapan penting dalam bahasa Benuaq. 
Menanyakan hal yang berkaitan dengan kemiskinan 
dan sekaligus terlibat dengan proyek bantuan luar 
negeri, selalu membangkitkan pengharapan banyak 
pihak. Saya berusaha menjawab harapan itu dengan 
memberikan informasi rinci tentang penelitian saya 
dan proyek kami, serta mencoba memberi perkiraan 
realistis tentang peluang dan keterbatasan proyek 
CIFOR-BMZ.
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2. Kerangka Wilayah

2.1 Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kutai Barat berdiri pada bulan Oktober 1999 dan meliputi bagian sebelah 
barat wilayah kabupaten Kutai yang lama. Dengan kawasan pedalaman yang luas, sumber 
daya alam yang kaya, tetapi masyarakat yang miskin, Kutai Barat mencerminkan sebuah 
kabupaten yang khas ditemukan di banyak kawasan berhutan di daerah tropis. Berdasarkan 
karakteristik geografisnya, kabupaten ini dapat dibedakan menjadi tiga wilayah: ulu riam 
(daerah hulu), dataran rendah, dan dataran tinggi.

Dengan desentralisasi, anggaran untuk pemerintah daerah meningkat secara signifikan10. 
Sebagian besar upaya dicurahkan untuk membentuk pemerintahan kabupaten baru dan 
membangun infrastruktur.  Namun demikian, peluang ekonomi baru dan perbaikan 
transportasi belum tersebar merata ke semua kawasan. Banyak jalan dan jembatan baru 
dibangun di sekitar Sendawar, yang merupakan pusat (semi) perkotaan di dataran tinggi, 
sedangkan kawasan ulu riam hanya dapat dicapai dengan pesawat terbang bersubsidi atau 
perahu musiman. Beberapa bagian lain di dataran rendah seperti Bentian Besar dan Long 
Hubung masih belum tersentuh sarana  bersubsidi apa pun.

Kutai Barat dihuni oleh berbagai kelompok suku (lihat Tabel 1), yang terdiri dari 
berbagai kelompok Dayak, seperti Tunjung (Tonyoi), Benuaq, Bahau, Kenyah dan Bentian, 
dan kelompok-kelompok penutur bahasa Melayu seperti Banjar dan  Kutai, serta kelompok 

dari pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Jawa, Bugis, dan Batak.

Desentralisasi menguatkan pengaruh kelompok-kelompok Suku Dayak (utamanya 
Benuaq, Tunjung, dan Bahau) dan mengentaskan mereka dari kondisi ketersisihan politik. 
Dengan posisinya yang lebih kuat, budaya Dayak hidup subur kembali di seluruh wilayah 
kabupaten. Identitas Suku Dayak, bahkan identitas sub-kelompok Dayak, mendapatkan arti 
penting politik dan ekonomi baru sebagaimana dapat dilihat selama, misalnya, kampanye 
pemilihan bupati tahun 2006.  

Tunjung (Tonyoi) 24,2% Bugis 3,2% Seputan 0,6%

Benuaq 19,9% Kenyah 2,4% Batak 0,2%

Kutai	 15,5% Bentian 2,3% Bukat 0,2%

Jawa	 10,7% Penihing (Aoheng) 1,7% Luangan 0,2%

Bahau 9,3% Bakumpai 1,7% 	

Banjar 4,5% Kayan 1,4%

Tabel 1: Mayoritas suku dalam rumah tangga

(Sumber: Gönner dkk. 2007b)
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Penelitian lapangan di Kutai Barat ini 
dilakukan di kampung Engkuni Pasek, Jontai, 
dan Muara Nayan. Pemilihan kampung dilakukan 
berdasarkan sejumlah kriteria, yaitu: kampung 
itu harus berpenduduk mayoritas Dayak Benuaq, 

Gambar 2: Peresmian pusat pemerintahan baru 
Kabupaten Kutai Barat 

dikelompokkan sebagai kampung miskin, dan 
tercakup dalam survei dasar yang dilakukan tim 
proyek CIFOR-BMZ pada tahun 2003 (Cahyat 
dkk. 2005). Kampung-kampung tersebut juga 
harus memiliki beberapa faktor pembeda penting, 

Gambar 1: Pertambangan Batubara di Kutai Barat 

Kotak 1. Sekilas Kutai Barat

Resmi berdiri sebagai kabupaten Oktober 1999
Penduduk 147.776 jiwa
Area 31.628 km2

Kepadatan penduduk 4,67 jiwa/km2

Pertumbuhan penduduk 2,2% per tahun (1995–2003)
Jumlah kecamatan 21
Jumlah kampung 223
Status tanah 70% area merupakan lahan hutan negara
Tingkat melek huruf 93,2%
Harapan hidup 69,1 tahun
Rataan lama sekolah (tahun) 7,3
Pengeluaran riil per kapita per bulan, 
disesuaikan

Rp 583 800 

Kemiskinan (BPS) 12,2% (2002)
Kemiskinan (BKKBN) 48,6% (2001)
Kemiskinan (BTL) 39% (2005)
Ekonomi  Pertanian perladangan, pemanfaatan hutan; kayu balok, 

pertambangan batu bara, pertambangan emas (penutupan), 
karet, rotan, minyak kelapa sawit, dan peternakan

PDB  Rp 2.5 triliun per tahun. (separuh berasal dari industri 
pertambangan)

Anggaran tahunan kabupaten (2003) Rp 663,2 miliar 

Sumber: CIFOR–BMZ Poverty and Decentralisation Program 2006 (Gönner et al. 2007b).
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Gambar 3: Engkuni Pasek Gambar 4: Jontai

Gambar 5: Muara Nayan

Kotak 2: Gambaran umum kampung penelitian

Engkuni Pasek Jontai Muara Nayan
Jarak* dari ibukota 
kabupaten

11 km 30 km 150 km 

Populasi 362 361 251

Kawasan hutan sekitar 35% sekitar 65% sekitar 15%

Kualitas hutan

Sebagian besar hutan 
sekunder dengan 
beberapa petak kecil 
hutan tua; hutan 
sebagian rusak akibat 
kebakaran tahun 1997

Sebagian besar hutan 
sekunder tua dan 
hutan primer; tidak 
ada kerusakan akibat 
kebakaran

Sebagian besar hutan 
sekunder; beberapa 
bagian besar rusak akibat 
kebakaran 1982 dan 
1997

Sumber pendapatan 
utama 2004

pembalakan, gaji, karet
pembalakan, 
pembayaran iuran

upah harian, karet, 
pembalakan

Sektor swasta tidak ada
perusahaan pembalak 
kayu

perkebunan kelapa sawit 
dan batubara di sekitar

Tingkat pendidikan 
formal 

tinggi rendah rendah

Kemiskinan (BPS)** 19,35% 24,75% 19,56%

Kemiskinan (BKKBN)*** 75,19% 100% 58,93%

SWB****  31% merasa miskin 48% merasa miskin 72% merasa miskin

* Jarak diukur dengan pengukuran langsung antara dua titik.

** Data dari Survei SUSEDA 2000, *** Data dari Survei BKKBN 2002, **** data sendiri 2004
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seperti jaraknya ke pusat kabupaten, infrastruktur 
yang tersedia, kegiatan sektor swasta (misalnya, ijin 
penebangan, perkebunan, atau pertambangan), 
dan luas serta kualitas kawasan hutan. Dengan 
membandingkan ketiga lokasi yang berbeda, dapat 
diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang 
berbagai dampak desentralisasi pada faktor-faktor 
utama yang memicu perubahan di tingkat kampung 

dan rumah tangga.

Gambar 2: Peta Kutai Barat dengan lokasi Enkuni Pasek, Jontai dan Muara Nayan

2.2 Dayak Benuaq
Benuaq adalah bagian dari kelompok Luangan 
Dayak, yang bersama-sama Ngaju, Ot Danum, 
dan Ma’ayan, membentuk keluarga bahasa Barito 
Borneo Tenggara (Sillander 1995: 71). Akan tetapi 
karena identitas kelompok Luangan secara umum 
rendah, kebanyakan warga Benuaq menyebut dirinya 
‘Dayak’, bukan ‘Luangan’, sebagai pembeda dengan 
penduduk Muslim Kalimantan Timur, atau ‘Benuaq’ 

Lokasi kampung penelitian
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bangkai (kwangkai). Sekalipun mendapat pengaruh 
Kristenisasi dan modernisasi, ritual tradisional tetap 
berperan penting di kampung-kampung Benuaq di 
seluruh Kutai Barat. Hal ini dimungkinkan karena 
kebanyakan warga menganggap ajaran Kristen dan 
adat mereka bukan merupakan sistem keyakinan 
yang bertentangan melainkan saling melengkapi.

Di masa lalu sebagian besar tempat tinggal 
berupa rumah panjang (lou). Saat ini, unit sosial 
yang terpadu dan utuh adalah masyarakat kampung 
yang terdiri dari rumah-rumah yang dihuni oleh 
satu keluarga. Meski demikian, beberapa kampung 
masih mempertahankan rumah panjang yang 
biasanya digunakan untuk pertemuan, upacara 
besar, atau daya tarik wisata.

Rata-rata rumah tangga Benuaq (pokatn) terdiri 
dari tiga generasi dan dipimpin oleh seorang kepala 
rumah tangga (tuha pokatn). Satu rumah tangga 
umumnya terdiri dari beberapa keluarga inti yang 
dipimpin oleh kepala keluarga12. Sesama anggota 
rumah tangga biasanya berbagi makanan dan 
peralatan, tetapi urusan keuangan dikelola sendiri-
sendiri oleh setiap keluarga inti. Meski secara umum 

untuk membedakan diri dengan kelompok Dayak 
lainnya. Bila bertemu dengan sesama masyarakat 
Benuaq, biasanya mereka mengenalkan diri dengan 
menyebut sungai tempat mereka tinggal, misalnya 
Benuaq Idaatn atau Benuaq Ohookng. Penduduk 
Benuaq diperkirakan berjumlah antara 20.000 
hingga 23.400 jiwa (Massing 1981: 86, Weinstock 
1983: 205). Saat ini, mereka mendiami kawasan 
yang terbentang mulai dari Bongan di timur 
seberang danau Jempang sampai Daratan Tinggi 
Tunjung di utara hingga di wilayah seberang daerah 
drainase Kedang Pahu sampai ke anak-anak Sungai 
Teweh di Kalimantan Tengah (Gönner 2001:36).  

Praktek keagamaan masyarakat Dayak Benuaq 
menjadi bagian tak terpisahkan dari adat mereka dan 
sekarang disebut sebagai agama Hindu Kaharingan11. 
Sebagai sistem keyakinan yang tersebar dari mulut 
ke mulut, Kaharingan tidak memiliki kitab resmi 
atau pun dewa yang disembah. Sebagai gantinya, 
mereka meyakini bermacam-macam roh yang 
memiliki pengaruh penting terhadap kehidupan 
manusia. Upacara yang paling penting adalah 
upacara penyembuhan (belian) dan upacara buang 

Gambar 6: Rumah panjang di Engkuni Pasek		      
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Gambar 7: Korban kerbau saat upacara belian 

laki-laki berperan sebagai kepala keluarga atau kepala 
rumah tangga, dalam masyarakat Benuaq laki-laki 
dan perempuan memiliki status dan hak yang sama. 
Perempuan juga berperan aktif dalam pengambilan 
keputusan di semua tingkat.

Sejak UU Pemerintahan Desa13 1979 
diberlakukan, sistem politik kampung ditandai 
dengan kepemimpinan ganda antara kepala desa atau 
kepala kampung dengan kepala adat. Tetapi dengan 
dibentuknya Badan Perwakilan Kampung (BPK)14 

setelah desentralisasi, kepemimpinan kampung 
menjadi tripartit. Berdasarkan UU desentralisasi 
yang baru kekuasaan BPK, yang semula sangat besar 
dalam mengendalikan kepala kampung, dibatasi. 
Sekarang, tugas utama BPK adalah menyalurkan 
aspirasi masyarakat dan membuat peraturan 
kampung.

Masyarakat Dayak Benuaq mempraktekkan 
sistem ekonomi subsistensi yang diperluas (extended 

subsitence economy), atau menggabungkan strategi 
subsistensi dengan berbagai kegiatan ekonomi 
lain yang dipadukan ke dalam ekonomi pasar di 
sekitarnya (Gönner 2001: 171). Secara historis, 
sistem ekonomi gabungan ini berakar pada 
perdagangan hasil hutan yang sejak beberapa abad 
lampau menghubungkan masyarakat Benuaq 
dengan perdagangan internasional. Komoditas 
yang paling penting adalah rotan dan karet yang 
sebagian dikumpulkan dari hutan, tetapi umumnya 
komoditas ini ditanam di kebun. Di samping itu, 
mereka menghasilkan berbagai produk hutan lainnya 
yang ditanam di kebun-kebun hutan, yang disebut 
simpukng atau lembo. Perpaduan antara pertanian 
perladangan untuk subsistensi (keperluan sendiri), 
pengumpulan, dan pembudidayaan produk hutan.  
Perolehan upah buruh tambahan merupakan dasar 
penghidupan bagi sebagian besar masyarakat 
Engkuni Pasek, Jontai, dan Muara Nayan.
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3. Studi Kasus

3.1 Persepsi Kemiskinan Masyarakat Dayak Benuaq 

Menuju kehidupan yang baik

Masyarakat Dayak Benuaq memiliki kesamaan pemahaman tentang kemiskinan, yang 
sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi rumah tangga. Umumnya, seseorang 
dianggap ‘miskin’ jika mereka kekurangan materi dan kesulitan memenuhi kebutuhan 
dasar seperti pangan, perumahan dan sandang, dan dianggap ‘kaya’ jika memiliki kekayaan 
kebendaan yang terlihat. Dalam bahasa Dayak Benuaq tidak ada ungkapan yang seragam15 
untuk kata ‘kaya’ dan ‘miskin’ dan warga menggunakan istilah ‘miskin’ and ‘kaya’ sesuai 
dengan arti dalam bahasa Indonesia.

Selain pemahaman kemiskinan yang bersifat ekonomi-sentris ini, masyarakat Dayak 
Benuaq memiliki konsep kehidupan yang baik (bolupm bueq16) dan kehidupan yang 
buruk (bolupm daat). Konsep ini mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, fisik, 
dan emosional. Kehidupan yang buruk (bolupm daat) ditandai dengan kurangnya semua 
sarana, termasuk tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, tua dan sakit, tidak memiliki 
penghasilan dan pekerjaan, terkucilkan secara sosial, tidak memiliki suami atau isteri, dan 
merasa lemah atau terancam. Sebaliknya, kehidupan yang baik (bolupm bueq) ditandai 
dengan terpenuhinya semua kebutuhan dan tidak mengalami kekurangan apa pun. Salah 
seorang informan utama saya merangkum konsep ini sebagai berikut: ‘kehidupan yang baik 
berarti serba ada, kehidupan yang buruk berarti apa saja kurang.”

Kehidupan yang baik harus diupayakan. Banyak informan menyampaikan bahwa 
kehidupan yang baik hanya dapat diperoleh dengan usaha pribadi yang gigih. Seorang 
warga Jontai menjelaskan: “Untuk mencapai kehidupan yang baik, Anda harus muda dan 
mampu bekerja keras sehingga dapat mengolah ladang yang luas, menanami banyak kebun 
dan memelihara ternak, yang kemudian dijual untuk mendapatkan uang...”. Penghasilan 
dan pekerjaan menjadi syarat penting untuk mendapatkan kehidupan yang baik.   Namun 
warga juga menekankan bahwa kedua hal itu bukan segalanya: “Kehidupan yang baik tidak 
semata-mata berarti hidup kaya. Kehidupan yang baik mencakup pendidikan, sehat, dan 
bebas dari pikiran-pikiran yang membebani,” tutur seorang informan. Yang juga tak kalah 
penting adalah memelihara hubungan baik, seperti disampaikan oleh seorang perempuan: 
“Jika menghendaki kehidupan yang baik, jangan pernah bertengkar. Saya sering bertengkar 
dengan suami, dan itu menyulitkan hidup saya – hati saya tidak bahagia.”

Pepatah Benuaq melukiskan kehidupan yang buruk sebagai berikut: Ijei ngetetepaq, 
lokukng ngerempolat – ulat itu menjadi sekecil kutu dan gerakannya menyerupai cacing. 
Pepatah tersebut menyiratkan bahwa seseorang yang menjalani kehidupan yang buruk 
tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dan nyaris tidak dapat bergerak lagi. 
Secara keseluruhan, konsep setempat tentang kehidupan yang baik dan buruk ini sangat 
menyerupai konsep kesejahteraan (wellbeing) (seperti dibahas dalam Gönner dkk. 2007a) 
dan kesengsaraan (illbeing) (seperti, misalnya, digunakan oleh Narayan dkk. 2000a dan b).

Secara umum, warga cenderung menganggap dirinya miskin bila dibandingkan 
dengan keluarga yang lebih sejahtera di kampungnya atau dengan orang yang tinggal di 
wilayah Indonesia yang lebih maju. Tetapi warga membedakan situasi mereka dengan 
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jenis kemiskinan lainnya. “Kami tidak semiskin 
tuna wisma di Jakarta yang saya lihat di TV,” 
ujar seorang penduduk Engkuni Pasek. “Mereka 
sama sekali tidak punya apa-apa. Mereka tidak 
bisa makan dan tidur di rumah-rumah kardus di 
sepanjang rel kereta api. Kami setidaknya punya 
ladang sendiri, tanah sendiri dan rumah sendiri – 
meski sederhana...” Menurut warga Engkuni Pasek, 
Jontai, dan Muara Nayan, kendala utama mereka 
untuk mendapatkan kehidupan yang baik adalah 
kurangnya peluang untuk memperoleh penghasilan 

(yang stabil), rendahnya pendidikan, dan tidak 
meratanya penyebaran keuntungan di seluruh 
kabupaten. Menghadapi kesulitan sehari-hari 
sekaligus menyadari kekayaan sumber daya alam di 
sekitarnya, beberapa informan mengatakan: “Kami 
layaknya tikus yang kelaparan di lumbung padi.”

Ketidaksetaraan – fenomena lama atau baru?
Di masa lalu, kesejahteraan seseorang terkait erat 
dengan kasta sosialnya dalam masyarakat Benuaq. 
Status ningrat (mantiiq) biasanya tidak terpisahkan 

Kotak 3: Indikator kemiskinan setempat

Saat diminta untuk membedakan antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga sejahtera di 
kampungnya, warga menggunakan indikator berikut ini:
Pangan: cukup beras, daging dan sayur, frekuensi makan
Perumahan: memiliki rumah, bahan atap, dinding dan lantai, dinding bercat, jendela kaca, jumlah 
peralatan dapur, dan kebersihan rumah secara umum
Pakaian: macam-macam pakaian, kualitas pakaian, dan frekuensi membeli pakaian
Kesehatan: kondisi kesehatan, kemampuan memanfaatkan pelayanan medis
Pendidikan: tingkat pendidikan dan pengetahuan tradisional
Kekayaan alami: memiliki ternak, ladang, kebun (khususnya kebun karet)
Kekayaan fisik: memiliki macam-macam mesin: gergaji mesin, mesin jahit, mesin giling gabah, dll.
Kendaraan: memiliki sepeda pancal, sepeda motor, atau mobil
Barang mewah: memiliki emas, TV, VCD Player, kulkas, dll.
Uang: besarnya penghasilan tunai, stabilitas sumber penghasilan, jumlah sumber penghasilan, dan 
tabungan
Hubungan sosial: hubungan baik dengan keluarga, teman dan tetangga

Gambar 8: Rumah di Jontai  
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dari kemakmuran ekonomi. Kelompok berstatus 
ningrat memiliki budak yang dapat dipekerjakan 
untuk menjamin kebutuhan pangan mereka. 
Kelompok ningrat juga dapat memerah tenaga 
warga biasa dan meminta bagian dari hasil panen 
dan buruan mereka. Mayoritas warga menempati 
strata tengah, yakni warga biasa yang disebut 
merentika atau angee. Strata paling rendah terdiri 
dari budak, yang disebut ripatn. Karena jeratan 
utang, seorang merentika dapat (untuk sementara 
waktu) diturunkan derajatnya menjadi ripatn. 
Tetapi, kebanyakan budak adalah budak belian atau 
tangkapan pada masa perang (Massing 1981: 89) 
yang kadang dikorbankan dalam upacara berskala 
besar.

Setelah Indonesia merdeka dan perbudakan serta 
penjagalan manusia dilarang, stratifikasi sosial di 
masyarakat Benuaq ikut ditinggalkan. Meningkatnya 
integrasi dengan pemerintah nasional dan ekonomi 
pasar moneter menciptakan penyebaran kekuasaan 
dan status kedudukan baru sehingga stratifikasi 
seperti di masa lalu hampir tidak terlihat lagi 
(Massing 1981: 89 dan Gönner 2002: 51). Tetapi 
di kalangan sesamanya, warga masih mengingat 
latar belakang sosial mereka masing-masing, dan di 
beberapa tempat hal ini masih berperan, khususnya 
jika berkenaan dengan kekuasaan politik. Dengan 
desentralisasi, ketidaksetaraan di kampung-
kampung meningkat, karena kesempatan ekonomi 
baru tidak dapat dimanfaatkan secara merata oleh 

semua pihak. Kedudukan jabatan dalam pemerintah 
daerah, misalnya, hanya dapat diakses oleh mereka 
yang berpendidikan formal tinggi. Dapat tidaknya 
seseorang untuk terlibat dalam kegiatan pembalakan 
kayu juga amat tergantung pada kekuatan 
fisiknya, kepemilikan gergaji mesin, dan keahlian 
menggunakannya. Sementara itu, keuntungan dari 
pembayaran kompensasi dan imbalan akan adanya 
hutan dan pembalakan sangat tergantung pada 
kemampuan seseorang untuk berhadapan dengan 
perusahaan yang terlibat serta posisi kekuasaannya 
di kampung (lihat di bawah).

Aspek kesejahteraan yang paling penting
Dalam survei kesejahteraan, semua responden 
diminta menyebutkan tiga aspek yang paling 
penting bagi kesejahteraannya. Yang paling sering 
disebut adalah aspek-aspek yang masuk dalam 
kategori ‘pekerjaan dan penghasilan’ (18%), 
‘hubungan sosial’ (17%) dan ‘pendidikan’ (16%), 
diikuti dengan ‘pangan’ (12%) ‘kesehatan’ (10%), 
dan ‘perumahan’ (9%). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pemenuhan ‘kebutuhan pokok’, penghidupan 
yang terjamin secara ekonomi dan hubungan sosial 
yang baik merupakan inti kesejahteraan dalam 
masyarakat Benuaq.

Di ketiga kampung yang diteliti, hasil ini tidak 
berbeda jauh. Di Engkuni Pasek ‘hubungan sosial’ 
dipandang sedikit lebih penting daripada di Jontai 
dan Muara Nayan yang menilai ‘penghasilan dan 

Gambar 9: Rumah di Sendawar
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pekerjaan’ lebih tinggi.  Fakta ini dapat dijelaskan 
dengan mudah karena kampung Engkuni secara 
ekonomi memang paling kuat di antara ketiga 
kampung yang diteliti. Harapan akan kekayaan dan 
barang mewah paling kuat disampaikan oleh warga 
Jontai. Hal ini karena hingga sekarang Jontai masih 
sangat terisolir dan masyarakatnya tidak memiliki 
barang sebanyak yang dimiliki warga Engkuni Pasek 
dan Muara Nayan.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, perbedaan 
penilaian terhadap aspek-aspek kesejahteraan yang 
dianggap paling penting ini sangat kecil. Baik laki-laki 
maupun perempuan memiliki persepsi yang kurang 
lebih sama mengenai aspek-aspek yang penting 
untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Sedikit 
perbedaan berlaku untuk kesehatan: perempuan 
menilai kesehatan lebih tinggi (12%) dibandingkan 
laki-laki (8%). Dalam asumsi saya, kecenderungan 

Gambar 3: Aspek kesejahteraan paling penting di ketiga kampung

Gambar 4: Aspek kesejahteraan paling penting berdasarkan jenis kelamin
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ini timbul karena perempuan lebih menyadari 
masalah kesehatan karena mereka melahirkan dan 
menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat 
anak. Perempuan juga lebih sering menyatakan 
pentingnya memiliki ladang atau kebun, sementara 
laki-laki lebih memilih infrastruktur, khususnya jalan 
yang baik. Hal ini mungkin disebabkan kenyataan 
bahwa bila dibandingkan perempuan, laki-laki lebih 
mudah mendapatkan penghasilan tunai tambahan 
dengan bekerja di luar kampungnya. Karena itulah 
kelompok ini memberi skor yang sedikit lebih tinggi 
untuk fasilitas transportasi yang baik.

Perbedaan yang lebih besar ditemukan saat aspek-
aspek penting kesejahteraan ini dinilai berdasarkan 
usia. Aspek ‘pangan’ dan ‘perumahan’ dinilai lebih 
tinggi oleh generasi kakek  dan nenek dibandingkan 
oleh generasi orang tua dan generasi anak. Bagi 
generasi anak, hubungan sosial, kekayaan, dan 
barang mewah dianggap lebih penting. Pentingnya 
memiliki ‘ladang padi dan kebun’ juga menurun 

seiring usia. Namun dengan membandingkan 
kecenderungan ini di ketiga kampung, terlihat 
dengan jelas bahwa generasi anak di Engkuni 
Pasek tidak mengikuti pola ini. Di Engkuni Pasek, 
masyarakat masih memberi nilai tinggi pada 
ladang padi dan kebun. Ini dapat dipahami karena 
masyarakat Engkuni Pasek memperoleh penghasilan 
yang relatif baik dan stabil dari kebun-kebun karet 
mereka, sementara warga Muara Nayan dan Juntai 
tidak mendapat banyak keuntungan dari hasil 
kebun mereka17.

Kesejahteraan Subyektif
Dari responden secara keseluruhan, 46% merasa 
miskin, 26% menilai kondisi kesejahteraannya 
sedang, sementara 28% menyatakan sejahtera18. 
Dari ketiga kampung yang diteliti, kesejahteraan 
subyektif paling tinggi ditemukan di Engkuni Pasek: 
41% responden menyatakan menjalani kehidupan 
yang baik, dan hanya 31% yang merasa miskin. 

Gambar 5: Aspek kesejahteraan paling penting berdasarkan usia
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Di Jontai, 22% responden menilai kesejahteraan 
mereka baik dan 48% merasa miskin. Kondisi 
paling ekstrim ditemukan di Muara Nayan, yaitu 
bahwa 71% responden merasa dirinya miskin dan 
hanya 17% yang menyatakan sejahtera. Kemiskinan 
yang dirasakan di ketiga kampung ini berbeda jauh 
dari hasil survei BPS dan BKKBN (lihat kotak 2).

Perempuan merasa sedikit lebih sejahtera 
dibandingkan laki-laki. Persentase perempuan yang 
merasa menjalani kehidupan yang baik mencapai 
33%, sementara laki-laki 23%. Kecenderungan 
ini sama di ketiga kampung dan hal ini sejalan 
dengan temuan penelitian Nolen-Hoecksema dan 
Rusting (1999). Kedua peneliti ini mengevaluasi 
sejumlah studi mengenai kesejahteraan subyektif 
dan menyimpulkan bahwa perempuan lebih banyak 
melaporkan pengalaman dan ekspresi suasana hati 

yang positif dibandingkan dengan laki-laki (1999: 
334). Fenomena ini dapat dipahami melalui 
penjelasan aspek biologis, kepribadian hingga 
konteks sosial, termasuk stereotip dan model peran. 
Penjelasan yang berlaku untuk warga Benuaq hanya 
dapat diperkirakan semata.

Kesejahteraan subyektif sangat beragam bila 
dilihat berdasarkan usia. Sementara persentase 
warga yang menyatakan bahwa mereka menjalani 
kehidupan yang baik relatif stabil pada ketiga 
generasi, jumlah responden yang merasa miskin 
meningkat seiring dengan usia: 33% pada kalangan 
generasi anak, 46% pada generasi orang tua, dan 
56% pada generasi kakek dan nenek. Hal ini 
mungkin disebabkan oleh pengalaman, seperti 
yang diungkapkan oleh dua perempuan lanjut 
usia di Muara Nayan. Salah seorang mengatakan, 

Jontai
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71%

12%
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Poor / Unhappy Intermediate Prosperous / Happy

Gambar 6: Kesejahteraan subyektif di Engkuni Pasek, Jontai, dan Muara Nayan

Gambar 7: Kesejahteraan subyektif berdasarkan jenis kelamin
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“Pikiran saya masih muda, tetapi kekuatan saya 
sudah hilang...bagaimana saya dapat memperoleh 
nafkah?” Yang lain berujar, “Sekarang saya sudah 
tua...dulu saya dan suami tinggal di hulu, kami 
memiliki banyak kebun hutan dan anak-anak kami 
masih lengkap, hati saya bahagia. Sepuluh tahun 
lalu suami saya meninggal dan salah satu anak 
kami menyusul, sekarang kebun kami terlantar, 
rotan kami diambili orang dan pohon-pohon karet 
kami terbakar – kebahagiaan masa lalu saya sudah 
hilang.”

Dengan membandingkan kesejahteraan 
subyektif berdasarkan usia dan kampung, beberapa 
hal menarik dapat diperoleh.  Ada kecenderungan 
umum bahwa generasi tua merasa tidak sesejahtera 
generasi muda berlaku untuk Muara Nayan dan 
Jontai (lihat tabel di bawah). Namun demikian, 
kecenderungan sebaliknya ditemukan di Engkuni 
Pasek, yaitu hanya 18% generasi kakek dan nenek 
yang merasa miskin, sementara generasi orang tua 
dan generasi anak yang merasa miskin berturut-
turut 44% dan 27%. Generasi kakek dan nenek 
di Engkuni Pasek merupakan kelompok dengan 
kesejahteraan subyektif paling tinggi dibandingkan 
kelompok-kelompok lain, diikuti generasi anak 
Jontai. Sedangkan generasi kakek dan nenek di 
Jontai dan Muara Nayan adalah dua kelompok 
dengan penilaian kesejahteraan paling rendah. 
Mengapa perasaan kesejahteraan subyektif pada 
generasi kakek dan nenek di ketiga kampung itu 
sangat berbeda? 

Menurut saya, meskipun tidak sepenuhnya, 
fenomena ini terutama terkait dengan perasaan 
pencapaian tujuan hidup. Di Engkuni Pasek, 
sebagian besar generasi kakek dan nenek merasa 
puas dengan hidupnya karena mereka mendapatkan 
pendidikan yang relatif tinggi untuk masa depan 
anak-anaknya, sehingga mereka memiliki pilihan 
pekerjaan yang lebih baik. Jadi, mereka ini merasa 
telah berhasil dalam hidup – mereka mencapai 
kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya dan 
menikmati buahnya berupa dukungan keuangan 
dari anak-anak itu. Kepuasan semacam ini tidak 
dirasakan oleh generasi kakek dan nenek di Jontai 
dan Muara Nayan.

Di Muara Nayan, generasi tua menyatakan 
bahwa secara umum situasi saat ini lebih buruk 
dibanding sebelumnya. Alih-alih memberikan masa 
depan yang lebih baik untuk anak-anak, mereka 
dihadapkan pada kesulitan yang meningkat karena 
antara lain berkurangnya lahan akibat pembukaan 
perkebunan sawit, rusaknya ladang akibat 
kebakaran, dan semakin parahnya pencemaran air 
akibat pertambangan batubara di sekitar.

Perbedaan besar antara kelompok tua dan muda 
di Jontai dapat dijelaskan dengan berbedanya 
kesempatan yang dimiliki oleh kedua kelompok 
untuk memanfaatkan kesempatan baru yang 
dihadirkan oleh desentralisasi. Secara umum, 
kesempatan-kesempatan tersebut memang lebih 
cocok untuk generasi muda karena mereka dapat 
mengoperasikan gergaji mesin, mendapatkan 

Gambar 8: Kesejahteraan subyektif berdasarkan usia
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Gambar 9: Kesejahteraan subyektif berdasarkan usia per kampung 
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keuntungan dari kesempatan pendidikan yang 
baru, dan menikmati mobilitas baru. Sementara 
itu, kalangan tua merasa tidak puas karena mereka 
hanya dapat menyaksikan semua perubahan tanpa 
bisa ikut ambil bagian. Seorang laki-laki di Jontai 
mengungkapkan perasaannya itu: “Saya selalu hidup 
miskin, anak-anak saya tidak sukses, tapi mudah-
mudahan cucu saya bisa berhasil...”

3.2 Perubahan dan Hubungan Sebab 
Akibatnya 
Pada bagian ini saya menganalisis perubahan dan 
hubungan sebab akibatnya di masing-masing 
kampung penelitian, lalu membandingkannya 
untuk menunjukkan kecenderungan yang berlaku 
umum dan khusus.

3.2.1 Engkuni Pasek
Kesejahteraan Subyektif: Warga Engkuni Pasek secara 
umum merasa diberdayakan dan antusias menerima 
desentralisasi karena mereka secara langsung dapat 
melihat perubahan yang timbul. Tempat tinggal 
mereka relatif dekat dengan pusat ibukota Kutai 
Barat dan karenanya mereka mempunyai perasaan 
memiliki dan bangga terhadap pusat pemerintahan 
baru ini. Kesejahteraan subyektif mereka juga secara 
positif dipengaruhi oleh membaiknya standar hidup. 
Sejumlah 50% keluarga di sini melaporkan bahwa 
ekonomi rumah tangga mereka meningkat selama 
lima tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan 
oleh adanya beberapa sumber penghasilan baru, 
seperti dijelaskan berikut ini. 

Kesehatan: Kondisi gizi meningkat setelah 
desentralisasi, karena ketersediaan makanan 
meningkat seiring membaiknya infrastruktur. 
Semakin banyak penjual makanan melewati Engkuni 
Pasek dan dengan sumber-sumber penghasilan 
barunya masyarakat memiliki uang untuk membeli 
makanan tambahan. Tetapi pembangunan jalan 
baru dari Sendawar ke Dempar melalui Engkuni 
Pasek menurunkan kualitas air minum terutama di 
sebagian wilayah Engkuni. Berbeda dengan warga 
Pasek yang menggunakan sumur di sekitarnya 
untuk keperluan air minum, masyarakat Engkuni 
menggunakan air sungai yang direbus. Hujan 
membawa kotoran dari jalan ke Sungai Idaatn yang 

mengalir tepat di atas pipa-pipa yang menyalurkan 
air minum ke Engkuni. Di samping itu, jembatan 
baru di atas sungai Idaatn, yang merupakan bagian 
dari jalan baru itu, sekarang menjadi tempat favorit 
warga untuk mencuci mobil dan sepeda motor 
sehingga makin mencemari air Sungai Idaatn.

Kekayaan Materi: Penambahan penghasilan 
meningkatkan kepemilikan materi warga. Sebagian 
besar warga membelanjakan penghasilan mereka 
yang meningkat untuk membangun rumah dan 
membeli barang mewah seperti sepeda motor, TV, 
parabola, VCD player, dan generator. Penghasilan 
tunai yang relatif tinggi dari pembalakan (liar) ini 
juga kerap dihabiskan untuk berjudi, membeli 
minuman keras, dan di tempat pelacuran. Karena 
sumber penghasilan baru tersebut tidak dapat 
diperoleh secara merata oleh semua warga, maka 
ketidaksetaraan dalam kampung meningkat.

Pengetahuan: Secara umum, tingkat pendidikan 
di Engkuni Pasek relatif tinggi berkat didirikannya 
sekolah Katolik di kampung ini pada tahun 1950. 
Saat ini, 87% rumah tangga memiliki setidaknya 
seorang anggota dengan pendidikan di atas sekolah 
menengah, bahkan 47% memiliki anggota dengan 
pendidikan universitas atau sekolah tinggi. Tetapi 
peningkatan pengetahuan formal ini dibarengi 
dengan menurunnya pengetahuan tradisional. 
Generasi muda jarang yang berminat untuk 
mempelajari ritual tradisional, terutama karena 
untuk menguasainya diperlukan biaya yang sangat 
tinggi dan waktu yang panjang. Pengetahuan 
tentang tanaman obat dan teknik bertani tradisional 
semakin menghilang dengan semakin banyaknya 
generasi muda yang meninggalkan kampung untuk 
bersekolah di Sendawar atau Samarinda. Obat-
obatan modern yang semakin mudah diperoleh juga 
kian melunturkan pengetahuan tentang metode 
penyembuhan tradisional.

Lingkungan Alam: Kualitas lingkungan 
Engkuni Pasek menurun selama lima tahun 
terakhir. Warga menyatakan bahwa saat ini mereka 
semakin sulit untuk menangkap ikan di Sungai 
Idaatn. Kualitas air sungai, yang menjadi sumber air 
minum warga Engkuni, turun akibat meningkatnya 
pencemaran. Hutan kampung, yang sudah merana 
akibat kebakaran pada tahun 1997/1998, semakin 
berkurang luas dan kualitasnya akibat pembalakan 
(liar).
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Lingkungan Ekonomi: Pembentukan Kutai 
Barat membuka banyak posisi dan kedudukan 
baru di pemerintahan daerah. Warga Engkuni 
Pasek mendapatkan manfaat yang tinggi atas 
adanya peluang ini karena tempat tinggal mereka 
dekat dengan pusat pemerintahan baru tersebut 
dan memiliki tingkat pendidikan formal yang 
relatif tinggi. Sumber penghasilan baru lainnya 
adalah dari pembalakan (liar) yang terjadi akibat 
kesenggangan hukum pasca desentralisasi saat 
wewenang pemerintah pusat dan daerah tumpang 
tindih (dan terkadang bertentangan). Warga yang 
merasa diberdayakan oleh semangat reformasi dan 
hak tradisionalnya mendapat pengakuan politis 
menjadi berani untuk mengambil risiko. Akses fisik 
ke hutan yang semakin baik berkat dibangunnya 
jalan-jalan baru semakin meningkatkan kegiatan 
pembalakan ini. Sebagian warga tetap terlibat 
dalam kegiatan ini meskipun mereka menyadari 
sepenuhnya kerusakan yang ditimbulkan terhadap 
sumber daya kampung. Mereka mengatakan 
terpaksa melakukan itu agar dapat memenuhi biaya 
hidup yang semakin tinggi. Karet, yang dari dulu 
sudah menjadi sumber penghasilan, dalam lima 
tahun terakhir semakin meningkat nilainya karena 
harganya yang melambung19. Dengan adanya 
proyek karet di kawasan Barong Tongkok selama 
1990-an (yang pada saat itu tidak terlalu berhasil 
di Engkuni Pasek), warga menjadi lebih termotivasi 
untuk membuka kebun karet. Karena itulah, saat 
ini sebagian besar rumah tangga memiliki kebun 
karet produktif dan dapat menikmati langsung 
keuntungan dari tingginya harga karet tersebut. 
Pabrik karet yang dibangun di kampung tetangga 
semakin memacu warga untuk menanam karet. 
Dengan membaiknya infrastruktur, ketersediaan 
barang dan kesempatan untuk menjual produk 
sendiri meningkat, demikian juga ketergantungan 
masyarakat terhadap pasar.  Pada tahun 2004, 
hanya 6,7% rumah tangga di Engkuni Pasek yang 
swasembada beras. Kesempatan untuk menabung 
selama lima tahun terakhir meningkat dengan 
didirikannya koperasi kredit Sempekat Ningkah 
Olo  oleh SHK bekerja sama dengan LSM Puti Jaji 
dan dibentuknya kelompok tabungan ibu-ibu yang 
didukung oleh Yayasan Anum Lio.

Lingkungan Sosial: Di Engkuni Pasek, rasa 
solidaritas untuk kegiatan-kegiatan darurat dan 

upacara ritual masih kuat, tetapi untuk pekerjaan 
ekonomi dan kegiatan gotong-royong menurun. 
Solidaritas untuk pekerjaan pertanian turun. 
Penyebabnya adalah jumlah keluarga yang menanam 
padi makin sedikit, dan kalaupun mereka memiliki 
ladang, biasanya luasnya tidak seberapa sehingga 
dapat diolah dan dipanen sendiri. Banyak warga 
menyatakan tidak menyukai sistem kelompok tukar 
tenaga tradisional (plou)  yang mengharuskan mereka 
mengolah ladang setiap anggota secara bergiliran. 
Jika membutuhkan tenaga tambahan, mereka lebih 
suka membayar buruh harian, dan dengan demikian 
mereka bebas dari kewajiban mengembalikan tenaga 
untuk pekerjaan warga lainnya. Banyak orang 
mengeluhkan turunnya semangat gotong-royong 
dan mengatakan bahwa kepala kampung mestinya 
lebih sering mengorganisir kegiatan semacam itu, 
meski mereka juga mengatakan bahwa mereka sendiri 
terlalu sibuk untuk turut serta. Secara keseluruhan, 
warga dapat melihat kecenderungan yang kuat ke 
arah individualisasi di Engkuni Pasek. Penyebaran 
keuntungan dari kesempatan penghasilan baru yang 
tidak merata meningkatkan kecemburuan sosial 
dalam kampung. Konflik dalam kampung dan 
dengan kampung tetangga juga meningkat tajam. 
Kebanyakan konflik ini timbul akibat masalah 
perbatasan dan klaim kepemilikan seiring dengan 
meningkatnya nilai sumber daya alam (tanah, hutan 
dan bahkan pasir). Juga muncul ketegangan dalam 
kampung seputar kegiatan pembalakan (liar) di 
hutan kampung. Meski sebagian warga menikmati 
untung yang besar, sebagian lainnya menolak terlibat 
karena mereka mengkhawatirkan efek negatifnya 
dalam jangka panjang. Masalah ini telah beberapa 
kali dibahas, tetapi kepala adat, kepala kampung, 
atau pun BPK tidak dapat menyelesaikannya.

Lingkungan Politik: Pembentukan kabupaten 
Kutai Barat meningkatkan partisipasi politik 
dan hak menentukan nasib sendiri kelompok-
kelompok Dayak yang terpinggirkan di masa lalu. 
Dalam pemerintahan Bupati Rama Asia, warga 
Benuaq mendominasi jajaran pejabat pemerintahan 
Kutai Barat. Di tingkat kampung, partisipasi juga 
semakin kuat dengan dibentuknya BPK. Meskipun 
pengaruhnya terbatas, BPK berhasil memberi 
ruang bagi warga yang berkepentingan untuk 
menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Lembaga-
lembaga kampung dan mekanisme penyelesaian 
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konflik tradisional menghadapi kesulitan yang 
kian besar dalam memecahkan berbagai konflik 
seputar sumber daya alam. Dalam beberapa kasus, 
situasi ini disebabkan oleh semangat reformasi 
warga yang begitu tinggi, sehingga mereka tidak 
lagi mengindahkan aturan. Pada kasus lainnya, 
konflik terjadi karena kerancuan klaim yang dibuat 
berdasarkan hukum adat dan hukum nasional.  

Kecenderungan ke arah kepemilikan tanah yang 
lebih individual, yang sudah terlihat sejak tahun 
2001 (Haug 2002), lebih meningkat selama 2004 
dan 2005, seiring dengan semakin tingginya nilai 
sumber daya alam.

Infrastruktur dan Pelayanan: Kualitas 
infrastruktur kampung Engkuni Pasek meningkat 

Kotak 4: Ledakan pembalakan kayu

Desentralisasi memberi wewenang pemerintah daerah untuk menerbitkan izin pengelolaan hutan 
berskala kecil, karenanya 622 ijin HPHH seluas masing-masing 100 ha diterbitkan di Kutai Barat (Andrianto 
2006: 44). Ijin ini diberikan kepada perseorangan, kelompok, atau koperasi yang kemudian melibatkan 
kontraktor untuk mengeksploitasi hutan. Perusahaan pembalak dan warga berunding untuk menentukan 
besarnya biaya imbalan yang harus dibayar kontraktor kepada pemilik tradisional hutan tersebut. Besarnya 
iuran bervariasi antara Rp 50.000 hingga 150.000 per m³ kayu (ibid.: 45). 
Tumpang tindih wewenang desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah sempat menciptakan 
kekosongan hukum, sehingga tercipta atmosfer tidak terkendali yang mengarah pada pembalakan liar 
besar-besaran karena ‘siapa yang berani, dia dapat untung terbanyak’. 

Apa yang dilakukan berbagai pihak dalam keadaan seperti ini?

Perusahaan pembalak: memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. 
Mereka melampaui batas kawasan pembalakannya sendiri, mencoba menipu warga, membayar rendah 
pekerja yang akhirnya sering terjerat utang kepada perusahaan, serta menggunakan kelompok pemuda 
para-militer untuk melindungi kepentingannya.
Pemerintah daerah: menutup mata atas praktek perusahaan pembalak yang diketahui banyak pihak 
ini karena pemerintah menerima pajak dari perusahaan-perusahaan itu, selain juga banyak yang 
mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan ini.
Kelompok pemuda: memanfaatkan kekuatan (fisik) mereka untuk meraup keuntungan dengan menjadi 
tenaga keamanan perusahaan, tetapi tidak segan-segan mengancam pimpinan perusahaan jika mereka 
tidak dibayar dengan layak atau keluarganya tidak menerima iuran yang sepantasnya.
LSM setempat: menyaksikan semuanya terjadi karena mereka tidak dapat berbuat banyak.
Warga kampung: Di sebagian besar kampung, elit kampung dan kerabat dekatnya mendapat jatah besar 
dari pembayaran iuran. Ketidakadilan ini menciptakan banyak konflik antar dan dalam rumah tangga. 
Di samping itu, banyak pemuda menebang kayu sendiri dan menjualnya langsung di hutan. Karena 
penghasilan tunai yang tinggi ini kebanyakan diterima oleh laki-laki, sebagian besar uang ini dihabiskan 
untuk berjudi dan di kafe yang menjamur di Kutai Barat yang menawarkan karaoke, minuman keras, dan 
pekerja seks komersial. Banyak orang yang menggunakan penghasilan tunai ini untuk barang mewah 
dan membangun rumah, dan sedikit yang menginvestasikannya untuk keperluan jangka panjang atau 
pendidikan.
Pemerintah pusat: menghentikan izin pengusahaan berskala kecil, menarik wewenang sektor kehutanan 
dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan memberlakukan kendali yang ketat terhadap 
pembalakan liar di Kutai Barat.

Gambar 10: Tumpukan gelondongan kayu Gambar 11: Sepeda motor baru diparkir di Jontai
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setelah dua jalan dibangun dan dua jembatan 
diganti. Komunikasi juga meningkat; sinyal telepon 
seluler dapat ditangkap di beberapa tempat di 
Engkuni Pasek. Pelayanan kesehatan menjadi 
lebih baik dengan dibangunnya rumah sakit baru 
di Sendawar dan adanya sistem asuransi kesehatan 
baru bagi warga miskin (Askes Gakin). Peningkatan 
kualitas juga terjadi di sektor pendidikan. Jumlah 
guru sekolah dasar bertambah dan para guru ini 
menerima pelatihan tambahan. Namun kepala 
sekolah mengeluhkan berkurangnya dukungan 
materi pendidikan karena pemerintah tidak 
menyediakan lagi paket buku sekolah. Selama 
lima tahun terakhir, dua gereja Protestan baru 

memulai kegiatan misanya di Engkuni Pasek. Tapi 
antusiasme warga rendah karena mereka mayoritas 
adalah penganut Katolik yang lebih toleran. Selama 
masa tinggal saya di Engkuni Pasek, salah satu gereja 
Protestan dan gereja Katolik yang ada berencana 
membangun gereja baru dengan dukungan 
keuangan dari pemerintah daerah. Secara umum, 
sejak desentralisasi Engkuni Pasek penerimaan 
bantuan dari pemerintah daerah meningkat (lihat 
Tabel 2) dan hubungan dengan pemerintah daerah 
secara umum baik.

Model NESP berwarna di bawah ini merangkum 
kecenderungan kesejahteraan di Engkuni Pasek 
berdasarkan perubahan yang teramati di kampung 

Tabel 2: Program pembangunan dan bantuan di Engkuni antara tahun 1999 hingga 2004

Program Lembaga

Beras subsidi (Raskin) Pemda (SoSek)

Program Reboisasi Pemda (Dinas Kehutanan)

JPS Program Kesehatan Pemda  (Dinas Kesehatan)

Asuransi kesehatan keluarga miskin (Askes Gakin) PT ASKES dan Pemda (SoSek)

Jembatan di atas sungai Idaatn Pemda 

Jembatan di atas sungai Ncui Pemda 

Perbaikan jalan ke Benung Pemda 

Program bantuan kampung Rp 10.000.000  per tahun Pemda (DPM)

Perawatan kesehatan gratis Pemda (Dinas Kesehatan)

Pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah dasar Pemda (Dinas Kesehatan)

Bantuan renovasi rumah panjang sebesar Rp 10.000.000 Pemda (SoSek)

Bantuan perbaikan atap gereja Katolik sebesar Rp 2.000.000 Pemda (SoSek)

Bantuan pembangunan gereja Katolik baru, sebesar Rp 25.000.000 Pemda Kutai Barat (SoSek)

Bantuan pembangunan gereja Protestan, sebesar Rp 25.000.000 Pemda Kutai Barat (SoSek)

Program beasiswa GN-OTA Gerakan Nasional Orang Tua Asuh

Program beasiswa BKM Pemda (Dinas Pendidikan)

Program Beasiswa Prestasi Pemda (Dinas Pendidikan)

Beasiswa dari PT KEM PT KEM

Proyek kebun sayur Yayasan Anum Lio

Program air bersih di Pasek PT KEM

Lokakarya Pembangunan Kampung Center for Social Forestry  (CSF)
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ini. Warna merah menunjukkan kecenderungan 
yang secara umum negatif, kuning menunjukkan 
kecenderungan campuran, dan hijau kecenderungan 
yang secara umum positif untuk masing-masing 
lingkungan.

3.2.2 Jontai
Kesejahteraan Subyektif: Secara umum, warga 
Jontai menyatakan perasaan terasing karena hingga 
saat ini kampung mereka belum terhubung dengan 
jalan (beraspal) mana pun dan tidak memiliki 
jembatan yang melintasi Sungai Nyuatatn. Mereka 
juga menyatakan perasaan tertinggal dibandingkan 
kampung lain dan mayoritas merasa miskin, karena 
mengetahui survei BKKBN yang menetapkan 
kampung ini sebagai kampung yang 100% miskin. 
Tetapi warga merasa terberdayakan dan gembira 
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Gambar 10: Rangkuman kecenderungan 
kesejahteraan di Engkuni Pasek

Secara umum positif

Campur

Secara umum negatif

SWB = kesejahteraan subyektif ; W = kekayaan materi; 
H = kesehatan; K = pengetahuan; E = lingkungan ekonomi; 
P = lingkungan politik; S = lingkungan sosial; 
N = lingkungan alam; I & S = infrastruktur dan pelayanan. 

dengan adanya desentralisasi karena mereka merasa 
keadaan mulai berubah. Serupa dengan warga 
Engkuni Pasek, mereka mempunyai rasa memiliki 
terhadap pusat pemerintahan yang baru dan bangga 
dengan perkembangan Kutai Barat. Kesejahteraan 
subyektif mereka juga secara positif dipengaruhi oleh 
meningkatnya standar hidup. Sejumlah 40% rumah 
tangga di sini melaporkan bahwa kondisi ekonomi 
mereka meningkat selama lima tahun terakhir. 
Hal ini terutama ditunjang oleh adanya sumber 
penghasilan baru berupa pembayaran kompensasi  
dan pembalakan (liar). 

Kesehatan:  Pembangunan infrastruktur selama 
desentralisasi meningkatkan keragaman makanan 
yang tersedia. Jumlah penjual makanan yang datang 
ke kampung tetangga, Sembuan dan Dempar, atau 
pun langsung ke Jontai meningkat. Dengan sumber 
penghasilan barunya warga memiliki uang untuk 
membeli makanan tambahan. Kualitas air minum 
di Jontai baik. Warga menggunakan air sumber 
yang disalurkan dari beberapa sumur ke kampung 
mereka.

Kekayaan Materi: Peningkatan penghasilan 
juga meningkatkan kekayaan materi di kampung 
ini. Seperti halnya di Engkuni Pasek, sebagian 
besar warga Jontai membelanjakan penghasilan 
mereka yang tinggi tersebut untuk membangun 
rumah dan membeli barang mewah seperti sepeda 
motor, gergaji mesin, generator, TV, parabola, dan 
VCD player. Tetapi, banyak juga dari penghasilan 
ini yang digunakan untuk minuman keras, berjudi, 
dan pelacuran. Beberapa isteri mengeluhkan 
suami mereka yang memboroskan uang di kafe 
dan bukannya dibawa pulang untuk keluarganya. 
Perbedaan keuntungan yang diperoleh warga 
dari pembayaran iuran dan pembalakan (liar) 
mempertinggi ketidaksetaraan dalam kampung.

Pengetahuan: Tingkat pendidikan di Jontai 
secara umum sangat rendah: hanya 27% rumah 
tangga yang memiliki anggota dengan pendidikan 
di atas sekolah menengah. Meskipun belum lama ini 
membaik kondisinya, penyebab utama rendahnya 
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pendidikan adalah ketersediaan dan akses kepada 
layanan pendidikan yang sangat terbatas. Dengan 
membaiknya sarana jalan menuju Sendawar 
dan dibangunnya sekolah menengah baru di 
kampung Dempar, kehadiran siswa SMP dan SMA 
meningkat, demikian pula dengan nilai penting 
yang diberikan warga terhadap pendidikan formal. 
Selama masa tinggal saya di sini, remaja pertama 
Jontai masuk ke perguruan tinggi di Samarinda. 
Tetapi tanpa peningkatan penghasilan dari kayu, 
orang tuanya akan kesulitan untuk membayar 
biaya perguruan tinggi yang mahal. Pengetahuan 
tradisional tentang ritual, tanaman obat dan teknik 
bertani masih bertahan kuat di kalangan warga 
Jontai. Tetapi dengan semakin banyaknya remaja 
yang belajar ke Sendawar atau Samarinda setamat 
SMA, pengetahuan tradisional ini terancam luntur 
di masa mendatang.

Lingkungan Alam: Luas dan kualitas hutan 
di Jontai berkurang akibat kegiatan perusahaan 
pembalak dan pembalakan (liar) oleh warga sendiri. 
Dua program penanaman kembali hutan yang 
dilakukan di Jontai (satu berfokus pada karet, satu 
pada gaharu) tidak terlalu berhasil dan tidak dapat 
mengkonpensasi luas hutan yang hilang. Warga 
melaporkan bahwa menangkap ikan di Sungai 
Nyuatatn semakin sulit karena sebagian warga 
menggunakan metode penangkapan ikan dengan 
listrik.

Lingkungan Ekonomi: Setelah desentralisasi, 
pembayaran imbalan dari hutan dan pembalakan 
(liar) menjadi sumber penghasilan terpenting di 
Jontai. Pembayaran imbalan ini diatur dalam ijin 
HPHH yang dimanfaatkan oleh warga bekerja sama 
dengan perusahaan pembalak setempat. Pembalakan 
(liar) di hutan kampung ini dimungkinkan 
oleh adanya kesenggangan hukum sesaat setelah 
desentralisasi (lihat kotak 4 di atas). Warga merasa 
terberdayakan dengan semangat reformasi dan hak 
tradisional mereka mendapatkan pengakuan politis 
di Kutai Barat. Kendati hutan yang secara tradisional 
mereka miliki itu secara resmi tetap merupakan hutan 

negara, mereka pada akhirnya dapat menikmati 
keuntungan darinya. Dalam satu minggu, seorang 
operator gergaji mesin berpengalaman yang bekerja 
di areanya dapat menghasilkan Rp 3.000.000. 
Sebagai perbandingan, rata-rata gaji guru adalah 
Rp 900.000 per bulan. Keuntungan yang 
tinggi, meningkatnya tuntutan akan uang akibat 
melambungnya biaya hidup, dan tingginya hasrat 
akan gaya hidup modern serta membaiknya akses 
fisik ke hutan semakin mendorong warga untuk 
terlibat dalam pembalakan (liar). Jalan penghubung 
yang makin baik dan aliran uang tunai yang 
tinggi menarik banyak pedagang untuk datang ke 
Jontai untuk menawarkan berbagai jenis barang, 
mulai pakaian, makanan, alat-alat rumah tangga, 
furnitur, dan peralatan elektronik hingga gigi palsu. 
Meskipun ketersediaan barang makin tinggi, 30% 
rumah tangga di Jontai tetap swasembada beras pada 
tahun 2004. Selama masa tinggal saya di kampung 
ini, warga Jontai mulai lebih banyak menanam 
tanaman komersial, khususnya karet. Hal ini dipacu 
oleh tingginya harga karet di pasaran. 

Lingkungan Sosial: Solidaritas untuk kegiatan 
gotong-royong selama beberapa tahun terakhir 
menurun, tetapi masih tinggi untuk kegiatan-
kegiatan darurat, penyelenggaraan upacara adat, dan 
pekerjaan pertanian. Kendati sebagian warga mulai 
memilih menggunakan buruh tani harian, sistem 
kelompok tukar tenaga tradisional (plou) masih 
bertahan di Jontai. Kecenderungan umum ke arah 
individualisasi dapat dilihat di Jontai, meski tidak 
sekuat di Engkuni Pasek. Jumlah konflik di Jontai 
meningkat tajam setelah desentralisasi. Konflik 
dengan kampung tetangga biasanya berkenaan 
dengan tapal batas, sedangkan konflik antar rumah 
tangga dan antar anggota keluarga umumnya 
timbul karena kesenjangan pembagian pembayaran 
imbalan hutan dan pertentangan seputar pilihan 
dalam membelanjakan penghasilan yang diterima. 
Tidak meratanya penyebaran keuntungan dari 
kesempatan penghasilan baru juga meningkatnya 

rasa kecemburuan sosial dalam kampung.
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Lingkungan Politik: Warga Jontai menikmati 
keuntungan dari makin meningkatnya hak 
kelompok Dayak di Kutai Barat untuk menentukan 
nasib sendiri. Mereka mengatakan bahwa hubungan 
dengan pemerintah daerah saat ini lebih baik 
dibanding masa sebelum desentralisasi. Di tingkat 
kampung, partisipasi juga semakin kuat dengan 
dibentuknya BPK. Meskipun pengaruh BPK 
terbatas, di Jontai BPK dimanfaatkan warga untuk 
membentuk peraturan-peraturan dan untuk terlibat 
dalam kegiatan politik kampung. Sistem hak lahan 
tradisional Benuaq secara umum dibedakan menjadi 
kepemilikan individu, kepemilikan kelompok 
keturunan (rempuuq), dan kepemilikan komunal 
(bersama). Ladang, kebun, dan wilayah tanam 
sekunder umumnya dimiliki perseorangan atau 
rempuuq. Hutan primer yang belum dibuka adalah 
milik komunitas kampung secara keseluruhan. 
Kendati demikian, beberapa keluarga mengklaim 
hak guna atas bagian hutan tertentu yang di masa 
lalu digunakan orang tua atau kakek nenek mereka 
untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan. 
Setelah aturan HPHH diberlakukannya, mereka 
mengklaim wilayah yang mereka manfaatkan 
tadi sebagai milik mereka agar dapat menerima 

pembayaran imbalan dari perusahaan pembalak 
untuk wilayah tersebut. Peningkatan nilai sumber 
daya alam membuat persepsi tentang hak menjadi 
lebih kaku dan kepemilikan (individu) menjadi kian 
penting. Mekanisme penyelesaian konflik tradisional 
di Jontai masih mampu mengatasi konflik seputar 
kepemilikan hutan di tingkat kampung.   Namun 
kesulitan mulai timbul jika masalahnya melibatkan 
pihak luar.

Infrastruktur dan Pelayanan: Kondisi 
infrastruktur meningkat dengan dibangunnya jalan 
aspal baru dari Sendawar ke Dempar dan Sembuan. 
Jalan baru ini segera menghapus jarak nyata (dan 
yang dirasakan) antara Jontai dan Sendawar. Tetapi 
posisi Jontai masih cukup terisolir, karena untuk 
mencapai kampung ini, orang harus menyeberangi 
sungai Nyuatatn dengan feri di Sembuan dan 
kemudian melalui jalan tanah sepanjang 1 (satu) 
km.  Sesekali orang masih menggunakan perahu, 
tetapi transportasi sebagian besar sudah beralih dari 
sungai ke darat. Listrik dan sinyal telepon seluler 
mulai bisa diterima saat saya tinggal di kampung ini. 
Layanan kesehatan meningkat dengan dibangunnya 
rumah sakit baru di Sendawar, Puskesmas baru 
di Dempar, dan adanya Askes Gakin. Layanan 

Kotak 5:  Pembagian hutan dan hasil imbalannya

Warga Jontai pada awalnya memutuskan untuk membagi rata pembayaran imbalan dari hutan untuk 
semua keluarga di kampung itu. Tetapi setelah pada pembayaran pertama diperoleh, ternyata setiap KK 
hanya menerima Rp 48.000.  Mereka kecewa dan meninggalkan metode tersebut. 

Sebagai gantinya mereka memecah diri menjadi kelompok-kelompok berdasarkan klaim kepemilikan 
terhadap kawasan hutan tertentu dan membagi hutan kampung sesuai dengan ‘lokasinya’. Setiap kelompok 
diwakili seorang pemimpin (sebagian mengangkat dirinya sendiri) yang bertanggung jawab berunding 
dengan perusahaan pembalak, mengendalikan banyaknya pembalakan di kawasan kelompok tersebut 
dan memastikan bahwa perusahaan membayar jumlah yang pantas. Pemimpin ini kemudian membagi 
pembayaran imbalan ini untuk semua anggota kelompoknya.  Pemimpin biasanya mendapatkan bagian 
yang lebih besar karena dialah yang berurusan dengan perusahaan.

Jumlah pembayaran yang diterima bervariasi dan tergantung pada kejujuran pemimpin, luas lokasi, 
dan jumlah orang yang menjadi anggota kelompok. Besarnya berkisar antara Rp 200.000 hingga Rp 
15.000.000. Anak tunggal mendapatkan keuntungan yang cukup besar sebagaimana halnya orang-orang 
berpengaruh. Yang juga menerima keuntungan tinggi adalah para elit kampung dengan latar belakang 
ningrat.
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pendidikan juga membaik. Gedung SMP baru 
dibangun di Dempar dan dalam waktu dekat juga 
direncanakan dibangun SMA. Secara umum, Jontai 
menerima lebih banyak bantuan dari pemerintah 
daerah setelah desentralisasi (lihat Tabel 3). Saat 

Tabel 3: Program bantuan di Jontai antara tahun 1999 hingga 2004

Gambar 11: Rangkuman kecenderungan 
kesejahteraan di Jontai 
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saya tinggal di sini, sebuah gereja Pantekosta baru 
mulai beroperasi, menyusul dua gereja Protestan 
yang sudah ada. 

Model NESP berwarna di bawah ini merangkum 
berbagai kecenderungan kesejahteraan di Jontai 
berdasarkan perubahan yang teramati di kampung 
ini.

3.2.3 Muara Nayan
Kesejahteraan Subyektif: Di Muara Nayan 
desentralisasi tidak disambut dengan antusias. 
Kampung yang dulu berdekatan dengan ibukota 
kabupaten lama (Kutai) ini sekarang berada di 
pinggiran kabupaten baru Kutai Barat. Karena itulah 
pada warga Muara Nayan dan kampung-kampung 
di sekitarnya tidak ada rasa kepemilikan yang kuat 
terhadap pusat pemerintahan baru di Sendawar.  
Warga Muara Nayan menganggap bahwa megahnya 
bangunan kantor-kantor baru tersebut sebagai 
penghamburan uang belaka. Mereka memang 
merasakan adanya perubahan di Kutai Barat, tetapi 
mereka merasa tidak punya andil di dalamnya. 
Warga Muara Nayan juga tidak mengalami 
peningkatan standar hidup yang signifikan, dan 
75% rumah tangga di sini menyatakan bahwa 

Program Lembaga

Pembukaan jalur dari Dempar ke Jontai Program P2D

Pengerasan jalan kampung Program P2D

Bantuan pembangunan aula pertemuan adat Pemda 

JPS Program Kesehatan Pemda 

Asuransi Kesehatan Bersubsidi (Askes Gakin) PT ASKES dan Pemda (SoSek)

Program perbaikan kondisi rumah tidak layak Pemda (DPM)

Bantuan pembangunan gereja Protestan senilai Rp 15.000.000 Pemda (SoSek)

Dua proyek reboisasi Pemda (Dinas Kehutanan)

Program Kesehatan Pemberantasan TBC Yayasan Anum Lio

Pelatihan Pertanian Yayasan Anum Lio

Program Pertanian (pengadaan bibit) BIOMA dan Kehati

Program Kebun (pelatihan dan pembibitan sayur) BIOMA

Program Empangan BIOMA

Program Peternakan Ayam BIOMA

Fasilitas olah raga PT KEM
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kondisi mereka tetap stabil atau naik turun selama 
lima tahun terakhir. Kesejahteraan subyektif mereka 
dipengaruhi secara negatif oleh kesulitan yang 
semakin besar di kampung itu dan oleh konflik 
akibat dibukanya perkebunan kelapa sawit pada 
tahun 1996/1997 dan yang sebagian masih berlanjut 
hingga sekarang (lihat di bawah).

Kesehatan: Kualitas air di Sungai Ohookng dan 
Nayan turun akibatnya meningkatnya pencemaran 
dari pestisida dan pupuk yang digunakan di 
perkebunan sawit serta pembuangan batuan asam 
dari tambang batubara di hulu Muara Nayan. Jika 
sebelumnya sebagian besar warga bisa memanfaatkan 
air sungai yang direbus untuk minum, kini mereka 
harus mengambil air minum dan air untuk perawatan 
balita dari sumur-sumur di sekitar kampung. 
Sebagian sumur ini terletak beberapa kilometer 
dari pemukiman dan sulit dijangkau oleh warga 
yang tidak memiliki sepeda motor. Selama tinggal 
di kampung ini, saya mendapati banyak warga yang 
mengeluhkan masalah kulit setelah mandi di Sungai 
Ohookng, sementara para perempuan yang menjadi 
buruh penyemprot pestisida di perkebunan sawit 
sering mengeluhkan sakit kepala.

Kekayaan Materi: Selama lima tahun terakhir, 
kekayaan materi di kampung ini meningkat, 
demikian juga tingkat ketidaksetaraan. Barang 
yang paling sering dibeli adalah TV, sepeda motor, 
VCD player, dan generator. Meski beberapa kafe 
bermunculan di sekitar perusahaan tambang 
batubara, bagi warga Muara Nayan hal itu tampak 
tidak terlalu penting. Kemungkinan penyebabnya 
adalah karena penghasilan mereka dari pembalakan 
(liar) tidaklah sebesar yang diterima oleh warga 
Jontai, misalnya, sehingga mereka tidak terlalu 
tergoda untuk menggunakan uangnya untuk 
bersenang-senang. Kesenjangan kekayaan materi di 
Muara Nayan terutama disebabkan oleh perbedaan 
tingkat pendidikan dan pilihan pekerjaan yang 
berbeda. Warga dengan pendidikan tinggi bisa 
memperoleh pekerjaan yang stabil dan gaji yang layak 
di perusahaan tambang batubara atau perkebunan 
sawit, sedangkan mereka yang berpendidikan rendah 

hanya dapat bekerja sebagai buruh harian. Di antara 
warga terkaya di kampung ini adalah tiga keluarga 
yang memiliki toko. Mereka tidak hanya memasok 
keperluan sehari-hari warga kampung tetapi juga 
mendapatkan keuntungan dari lalu lintas angkutan 
yang baik.  Hal ini karena Muara Nayan terletak 
di jalur utama yang menghubungkan Samarinda 
dengan Sendawar. Sejak desentralisasi, makin 
banyak orang yang terlibat dalam pembalakan liar 
yang sebagian besar dilakukan di hutan kampung-
kampung sekitar, mengingat tidak banyak lagi hutan 
yang tersisa di Muara Nayan. Kesempatan untuk 
terlibat dalam pembalakan (liar) ini dipandang 
warga Muara Nayan sebagai sumber penghasilan 
tambahan, dan bukan sebagai sumber penghasilan 
baru karena daerah ini memiliki sejarah panjang 
kegiatan pembalakan.

Pengetahuan: Tingkat pendidikan di Muara 
Nayan lebih tinggi daripada di Jontai, meski 
hanya 45% rumah tangga yang memiliki anggota 
berpendidikan di atas sekolah menengah. Tingkat 
pendidikan yang rendah ini sangat terlihat 
utamanya di kalangan generasi orang tua dan 
generasi kakek dan nenek. Kondisi ini secara umum 
dapat dijelaskan dengan terbatasnya pelayanan 
pendidikan. Sampai saat ini, belum ada sekolah 
dibangun di Muara Nayan. Anak-anak menempuh 
sekolah dasar di kampung tetangga, Lempunah, dan 
kemudian melanjutkan SMP dan SMA di Tanjung 
Isuy (ibukota kecamatan) atau Tenggarong (ibukota 
kabupaten tetangga, Kutai Kertanegara). Meskipun 
sebagian besar biaya pendidikan sudah dibebaskan, 
banyak keluarga masih kesulitan membayar biaya 
akomodasi, makan, dan keperluan sekolah anak-
anaknya. Kendati demikian, kehadiran di sekolah 
meningkat seiring membaiknya fasilitas pendidikan 
dan dukungan sekolah menengah terbuka di 
Lempunah serta beberapa program beasiswa 
dari pemerintah daerah dan LSM. Hal ini juga 
meningkatkan persepsi warga tentang pentingnya 
pengetahuan formal. Tetapi sebagaimana di Engkuni 
Pasek, pengetahuan tentang adat, tanaman obat, dan 
teknik pertanian tradisional mulai luntur karena 
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semakin banyak generasi muda yang menempuh 
pendidikan formal di luar kampung.

Lingkungan Alam: Kualitas dan luas hutan 
di Muara Nayan berkurang drastis selama satu 
dekade terakhir akibat kebakaran, pembalakan, dan 
pembersihan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. 
Warga melaporkan bahwa sekarang kebakaran hutan 
terjadi lebih sering terjadi akibat kemarau panjang 
dan meningkatnya perusakan hutan. Kualitas air 
sungai juga turun akibat tingginya pencemaran 
(lihat di atas). Warga mengeluhkan kesulitannya 
dalam menangkap ikan akibat pencemaran air dan 
kegiatan penangkapan yang tidak berkelanjutan.

Lingkungan Ekonomi: Selama satu dekade 
terakhir, sebagian besar rumah tangga di Muara 
Nayan mengalami kerugian kekayaan alam yang 
besar. Banyak kebun rotan, karet dan hutan rusak 
selama kebakaran tahun 1982/1983 dan 1997/1998. 
Di samping itu, banyak pula kebun rotan, karet dan 
hutan yang hilang akibat pembukaan lahan untuk 
perkebunan kelapa sawit (untuk keterangan lebih 
lanjut tentang sebab dan dampak kebakaran ini, 
lihat Gönner 2000). Perkebunan ini hanya berjarak 

sekitar dua km dari pusat kampung Muara Nayan, 
dan kebakaran yang timbul selama pembukaan 
lahan menyebabkan kerugian di sejumlah besar 
kebun dan ladang di sekitar pemukiman. Banyak 
warga menyatakan rasa kecewanya karena hingga 
saat ini kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan 
ganti rugi yang layak. Sementara itu, wilayah 
operasi perusahaan tambang batubara tidak 
berada di dalam kampung Muara Nayan sehingga 
warga tidak menerima kompensasi dan tidak pula 
dicakup dalam program pembangunan kampung 
perusahaan. Hal ini membuat warga marah karena 
mereka ikut menderita akibat pencemaran dari 
kegiatan pertambangan tersebut. Dengan rusaknya 
kekayaan alam mereka, pilihan mata pencaharian 
warga Muara Nayan menjadi berkurang dan 
ketergantungannya terhadap pasar meningkat. Pada 
tahun 2004, misalnya, tidak ada rumah tangga 
yang swasembada beras. Dengan kondisi jalan yang 
lebih baik, ketersediaan barang meningkat karena 
makin banyak pedagang yang berhenti di Muara 
Nayan dalam perjalanan mereka menuju Sendawar. 
Sejumlah keluarga juga mendapatkan keuntungan 

Kotak 6: Menjadi buruh harian di tanah sendiri

Pada tahun 1996 sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit memulai kegiatan pembersihan lahan 
di Muara Nayan dan kampung-kampung sekitarnya. Perusahaan ini menjanjikan penghasilan yang 
tinggi, modernisasi dan pola tanam, serta akan menyediakan bidang-bidang lahan yang akan dimiliki 
dan ditanami oleh warga sendiri. Pada tahun 1997, seluas 16 500 hektar kebun hutan dan ladang 
cengkar sudah berhasil dibersihkan. Konflik yang terkait dengan pembayaran kompensasi dan antara 
pendukung dan penentang perusahaan perkebunan ini kemudian timbul. Pada sekitar bulan September 
- November 1997 kebakaran hutan melanda dan terjadi lagi sekitar bulan Februari - April 1998, yang 
semakin diperparah dengan konflik berkepanjangan. Pada bulan November 1998 warga dari sembilan 
kampung menduduki dua dari tiga base camp perusahaan. Mereka menuntut perusahaan membayar 
kompensasi dan menghentikan ekspansi ke lahan warga. Pada bulan April 1999, pangkalan tersebut 
diambil alih secara paksa oleh polisi dan beberapa penduduk ditahan. Mereka dilepaskan pada bulan 
Oktober setelah perusahaan diketahui tidak memiliki dokumen operasi yang sah (Gönner 2002: 84f ).

Pada bulan Juli 1999, warga Muara Nayan mengadakan ritual pemurnian besar untuk menenangkan situasi. 
Tiang dengan bentuk yang istimewa (blontaakng) masih berdiri sampai sekarang untuk mengingatkan 
dilaksanakannya ritual ini. Konflik yang terus meningkat memaksa perusahaan menghentikan 
operasinya selama beberapa waktu. Tetapi setelah desentralisasi mereka kembali dan pada tahun 2003 
mereka mendapatkan dokumen kegiatan operasional yang diperlukan. Meskipun situasi sudah mereda 
selama beberapa tahun belakangan ini, ketegangan antara warga dan perusahaan masih terasa. Warga 
mengeluhkan kenyataan pahit bahwa sekarang mereka harus bekerja sebagai buruh harian di lahan 
mereka sendiri. Bidang-bidang yang dijanjikan untuk mereka dulu belum diwujudkan dan sebagian 
besar mereka belum menerima kompensasi yang layak.
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dari tingginya harga karet meskipun tidak sebesar 
di Engkuni Pasek karena rata-rata karet produktif 
mereka rusak akibat kebakaran hutan. Didorong 
oleh tingginya harga karet ini, warga sekarang 
mulai mengolah kebun-kebun karet baru. Berkat 
didirikannya koperasi kredit oleh LSM Puti Jati, 
jumlah rumah tangga yang memiliki tabungan 
semakin banyak selama saya tinggal di kampung ini.  
Secara umum, kebanyakan responden menyatakan 
bahwa standar hidup mereka turun karena biaya 
hidup terus meningkat sedangkan pilihan untuk 
mendapatkan penghasilan semakin berkurang. 

Lingkungan Sosial: Di Muara Nayan, rasa 
solidaritas untuk kegiatan-kegiatan darurat 
dan upacara ritual masih kuat, tetapi menurun 
untuk pekerjaan ekonomi dan kegiatan gotong-
royong. Menurut warga, hal ini disebabkan oleh 
berkurangnya jumlah dan luas lahan padi di 
kampung itu. Jumlah konflik dalam kampung 
dan antar kampung meningkat, terutama seputar 
klaim hak kepemilikan tanah dan pembayaran 

kompensasi yang tidak merata dari perusahaan 
kelapa sawit dan tambang batubara. Tetapi, 
tidak seperti di Engkuni Pasek dan Jontai yang 
volume konfliknya baru meningkat tajam setelah 
desentralisasi, konflik di Muara Nayan dan 
kampung sekitarnya sudah muncul sejak tahun 
1996 saat perusahaan perkebunan kelapa sawit 
mulai membersihkan lahan untuk perkebunan 
(lihat Kotak 6). Di bandingkan Engkuni Pasek 
dan Jontai yang masih teratur mengadakan ritual 
adat, jumlah upacara adat di Muara Nayan mulai 
berkurang. Kemungkinan penyebabnya adalah 
meninggalnya dukun penting di kampung ini, serta 
semakin kuatnya pengaruh gereja Protestan yang 
mengesampingkan pentingnya upacara adat.  

Lingkungan Politik: Warga Muara Nayan 
secara umum melaporkan peningkatan partisipasi 
politik dan hak untuk menentukan nasib sendiri. 
Dibandingkan sebelum masa desentralisasi, jumlah 
proyek dan pertemuan yang diadakan di kampung 

Picture 12: Pole (blontaakng) in Muara Nayan   Picture 13: Working on the oil palm plantation
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ini lebih banyak. Pendirian BPK juga meningkatkan 
partisipasi karena warga memiliki kesempatan untuk 
menyusun peraturan kampungnya dan terlibat aktif 
dalam kegiatan politik kampung.

Dengan meningkatnya nilai tanah dan konflik 
seputar pembayaran kompensasi, hak kepemilikan 
lahan menjadi lebih ketat di Muara Nayan. Kawasan 
yang dimiliki bersama oleh kelompok keturunan 
(rempuuq) terbukti menimbulkan banyak kesulitan 
karena para pemiliknya sering bersitegang soal 
pembagian pembayaran kompensasi atau bersilang 
pendapat tentang apa yang akan dilakukan 
dengan kebun dan ladang mereka (diserahkan 
ke perusahaan kelapa sawit atau tidak). Melihat 
banyaknya masalah yang timbul akibat rempuuq ini, 
warga Muara Nayan cenderung lebih memilih hak 
kepemilikan individual. Mekanisme penyelesaian 
konflik tradisional semakin tidak efektif untuk 
menangani konflik sumber daya alam, khususnya 
yang melibatkan perusahaan. Warga Muara Nayan 
kecewa terhadap pemerintah daerah karena mereka 

tidak merasa cukup didukung. Contoh jelasnya 
adalah ketika terbit SK Bupati Kutai Barat No. S90/
K43/2003 yang mengatur besarnya kompensasi 
standar untuk lahan, tanaman, dan pohon di 
kabupaten ini. Meski peraturan tersebut disahkan 
pada bulan Februari 2003, sedangkan masyarakat 
Muara Nayan baru mengetahuinya pada akhir 
tahun 2004. Padahal semestinya peraturan tersebut 
bisa sangat membantu mereka dalam melanjutkan 
pembahasan dengan perusahaan perkebunan kelapa 
sawit mengenai pembayaran kompensasi lahan 
yang diambil pada tahun 1996/1997. Selain itu 
warga juga kecewa karena pemerintah daerah tidak 
mengambil langkah tegas untuk menanggulangi 
pencemaran di kawasan kampungnya.

Infrastruktur dan Pelayanan: Infrastruktur 
jalan di dan sekitar Muara Nayan meningkat seiring 
dengan lancarnya jalur utama yang menghubungkan 
Sendawar dan Samarinda, serta dibangunnya jalan 
baru antara kampung-kampung yang bersebelahan. 

Kotak 7:  Tujuan menentukan kualitas jalan

Meskipun anggaran pembangunan jalan per kilometer ditetapkan sama sebesar Rp 1 miliar, tetapi kualitas 
jalan yang dibangun di kabupaten ini sangat beragam. Jalan dari Muara Nayan ke ibukota kecamatan 
Tanjung Isuy digarap sedemikian buruknya sehingga enam bulan setelah rampung (September 2004) 
jalan ini tidak dapat lagi dilewati sepeda motor (gambar kiri). Sedangkan jalan dari Sendawar ke Dempar 
yang juga dibangun pada tahun 2004 tetap dalam kondisi baik hingga sekarang. Menurut kebanyakan 
warga, penyebabnya adalah karena ayah Bupati Rama Asia berasal dari Dempar.

Picture 14: Road from Muara Nayan to Tanjung Isuy, September 2004
Picture 15: Road from Sendawar to Dempar, January 2005
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Peningkatan pembangunan jalan ini dibarengi 
dengan berkurangnya transportasi air. Tetapi 
terdapat perbedaan kualitas yang nyata antara 
jalan yang dibangun di dekat pusat kabupaten 
dan yang berada jauh darinya (lihat Kotak 7). 
Layanan kesehatan meningkat dengan dibangunnya 
Posyandu di Muara Nayan pada tahun 2004 dan 
adanya Askes Gakin. Infrastruktur informasi juga 

Tabel 4: Program bantuan di Muara Nayan antara tahun 1999 hingga 2004

Gambar 12
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Gambar 12: Rangkuman kecenderungan 

kesejahteraan di Muara Nayan

meningkat; sinyal telepon seluler dapat ditangkap 
di beberapa tempat di kampung ini. Selama lima 
tahun terakhir, dua gereja Protestan baru memulai 
pelayanan misanya di Muara Nayan. Hubungan 
dengan pejabat pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan program-program pembangunan 
di kampung cukup positif (lihat Tabel 4). Karena 
itulah secara umum warga menilai bahwa hubungan 
mereka dengan pemerintah daerah mengalami 
peningkatan, meskipun masih ada kekecewaan 
akibat kurangnya dukungan politik saat berurusan 
dengan perusahaan. 

Model NESP berwarna di bawah ini merangkum 
kecenderungan kesejahteraan di Muara Nayan 
berdasarkan perubahan-perubahan yang teramati di 
kampung ini.

	

3.3. Kecenderungan Umum dan 
Kecenderungan Khusus
Untuk memahami hubungan sebab akibat yang 
mendasari perubahan di Engkuni Pasek, Jontai, dan 
Muara Nayan, perlu dibedakan antara perubahan 
yang terjadi di ketiga kampung penelitian dengan 
yang hanya terjadi di salah satu atau di dua kampung 
di antaranya. Kecenderungan umum yang berlaku 
di ketiga kampung dapat dirangkum dalam Tabel 

5 berikut.
Pembentukan Kabupaten Kutai Barat berikut 

kecamatan-kecamatannya merupakan penyebab 

Program Lembaga

Program Reboisasi Pemda (Dinas Kehutanan)

Program Peternakan Pemda (Dinas Pertanian)

Program perbaikan kondisi perumahan tidak layak Pemda (DPM)

Bantuan penggalian sumur Pemda (DPM)

Beras subsidi (Raskin) Pemda (SoSek)

Asuransi Kesehatan Bersubsidi (Askes Gakin) PT Askes dan Pemda (SoSek)

Pembentukan koperasi kredit Puti Jaji

Lokakarya pemberdayaan lembaga kampung dan perumusan 
peraturan kampung

Puti Jaji

Sumbangan beras untuk Posyandu CARE

Secara umum positif

Campur

Secara umum negatif
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utama berbagai kecenderungan umum ini. UU 
desentralisasi, kesenggangan hukum yang sempat 
muncul setelah desentralisasi, dan peraturan baru 
yang disahkan oleh pemerintah daerah, seperti 
peraturan HPHH, juga turut memicu perubahan 
dengan melatarbelakangi ledakan pembalakan 
di Kutai Barat. Demikian juga dengan kegiatan 
pemerintah daerah. Jalan-jalan baru yang dibangun, 
misalnya, ikut memicu pembalakan liar karena 
dengan adanya jalan baru tersebut ketersediaan 
barang di kampung-kampung meningkat. Faktor 
penting lain dimunculkan oleh sektor swasta. 
Perusahaan dengan segala kegiatannya berpengaruh 
kuat terhadap konflik di dalam dan antar kampung 
dan menjadi penyebab utama meningkatnya 
pencemaran di Kutai Barat. Warga juga merupakan 
pemicu utama perubahan. Hasrat mereka akan gaya 
hidup ‘modern’ sangat mempengaruhi tindakannya. 
Yang juga merupakan faktor utama perubahan 
adalah nilai sumber daya alam yang kian tinggi. 
Peningkatan nilai ini disebabkan oleh berbagai 
alasan, salah satunya adalah karena semakin 
banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kutai 

Barat. Terakhir, bencana alam seperti kekeringan 
dan kebakaran hutan turut memberi dampak besar 
terhadap kehidupan warga. 

Paparan ini menunjukkan bahwa desentralisasi 
merupakan salah satu penyebab utama perubahan, 
Dinamika pasar di sektor kayu, pertambangan 
batubara dan perkebunan sawit, kebijakan 
lingkungan dan sikap perusahaan terhadap 
penduduk setempat, serta bencana alam dan 
motivasi warga setempat juga merupakan faktor 
penting yang saling berkaitan.

Analisis terhadap berbagai kecenderungan di 
atas mengungkap sejumlah pemahaman tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 
di ketiga kampung serta dampak desentralisasi. 
Sumber penghasilan baru muncul di Engkuni 
Pasek dan Jontai, tetapi tidak di Muara Nayan. 
Warga Engkuni menjadi satu-satu kelompok warga 
dari ketiga kampung yang dapat memanfaatkan 
peluang pekerjaan baru di pemerintahan daerah 
karena lokasi mereka yang cukup dekat dan tingkat 
pendidikan formal yang relatif tinggi. Warga 
Engkuni Pasek juga paling diuntungkan dengan 

Tabel 5: Kecenderungan umum di ketiga kampung

Kecenderungan umum di ketiga kampung

SWB  - tidak ada kecenderungan umum - 

Kesehatan •	 Ketersediaan jenis-jenis pangan meningkat

Kekayaan materi •	 Kekayaan materi meningkat
•	 Ketidaksetaraan meningkat

Pengetahuan •	 Nilai penting pendidikan formal meningkat

Lingkungan Sosial •	 Konflik mengenai sumber daya alam meningkat 
•	 Individualisasi meningkat 
•	 Solidaritas untuk bergotong-royong turun 

Lingkungan Ekonomi •	 Ketersediaan barang meningkat

Lingkungan Politik •	 Mekanisme penyelesaian konflik tradisional mengalami kesulitan
•	 Partisipasi politik dan hak menentukan nasib sendiri meningkat 
•	 Kecenderungan ke arah kepemilikan individu atas sumber daya alam 
•	 Hubungan dengan Pemda meningkat

Lingkungan Alam •	 Kualitas dan luas hutan berkurang
•	 Kualitas air sungai turun

Infrastruktur & Layanan •	 Infrastruktur transportasi meningkat 
•	 Fasilitas komunikasi meningkat 
•	 Layanan kesehatan meningkat
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kenaikan harga karet karena mayoritas mereka 
memiliki kebun karet produktif. Sebaliknya, 
warga Jontai belum banyak yang memiliki pohon-
pohon karet produktif dan warga Muara Nayan 
tidak memiliki kebun serupa lagi. Pilihan untuk 
mengajukan ijin HPHH hanya mungkin dilakukan 
di Jontai, mengingat di kedua kampung lainnya 
tidak banyak lagi hutan yang tersisa.  Warga ketiga 
kampung terlibat dalam pembalakan (liar), tetapi 
sementara kegiatan ini dianggap sebagai pilihan mata 
pencaharian dan penghasilan baru di Engkuni Pasek 
dan Jontai, tidak demikian halnya dengan Muara 
Nayan. Kegiatan pembangunan rumah meningkat 
terutama di Engkuni Pasek dan Jontai. Warga kedua 
kampung ini mendapatkan penghasilan tunai yang 
relatif tinggi dan akses terhadap bahan bangunan 
yang lebih baik. Ketergantungan terhadap pasar 
sangat terasa di Engkuni Pasek dan Muara Nayan 
karena nyaris tidak ada rumah tangga yang mampu 
swasembada beras. Pilihan kegiatan menabung yang 
lebih baik ditemukan di Engkuni Pasek dan Muara 
Nayan berkat adanya upaya LSM. Hal serupa belum 
ada di Jontai. Pengetahuan tradisional cenderung 
luntur di Engkuni Pasek dan Muara Nayan, 
tetapi masih kuat di Jontai. Status keningratan 
(mantiiq), yang tidak dirasa penting lagi di Muara 
Nayan dan Engkuni Pasek, masih memainkan 
peran penting di Jontai. Status keningratan masih 
menentukan posisi kepemimpinan dan hubungan 
dengan kekuasaan setempat. Lokasi Jontai yang 
sampai akhir-akhir ini masih terisolir, sehingga gaya 
hidup tradisional masih bisa dipertahankan, dapat 
menjelaskan mengapa keningratan masih kuat di 
sini. Kendati warga di ketiga kampung menyatakan 
bahwa bantuan pemerintah daerah meningkat 
dibandingkan dengan sebelum desentralisasi, tetapi 
besarnya bantuan yang diterima (lihat Tabel 2, 3, 
dan 4) mencerminkan dengan jelas betapa upaya 
pembangunan dapat bervariasi sesuai dengan jarak 
fisik dan jarak pribadi dari ibukota kabupaten 
dan bupatinya. Hal ini pada akhirnya bertumpu 

pada besarnya perbedaan persepsi desentralisasi di 
kalangan warga dari ketiga kampung.

Paparan di atas menegaskan bahwa pengaruh 
desentralisasi dan proses perubahan yang terjadi 
akhir-akhir ini tidak berjalan mengikuti pola yang 
konsisten, melainkan tergantung dari ketersediaan, 
penyebaran dan pengelolaan sumber-sumber 
penghasilan baru, luas dan kualitas hutan kampung, 
ketersediaan sumber daya, tingkat pendidikan, jarak 
fisik dan jarak pribadi dari ibukota kabupaten dan 
bupatinya, jenis kegiatan sektor swasta dan LSM, 
serta tingkat kerumitan gaya hidup.

3.4 Perubahan-perubahan Terkini
Harga komoditas meningkat tajam setelah subsidi 
BBM dihentikan pada bulan Oktober 2005, 
wewenang kebijakan pengelolaan hutan yang ditarik 
kembali ke pemerintah pusat, dan pengawasan 
terhadap kegiatan pembalakan diperketat. Setahun 
setelah survei pertama, saya mengunjungi kembali 
ketiga kampung ini dan melakukan survei kedua 
untuk memahami dampak dari perubahan kebijakan 
terbaru ini. 

Ketika saya meminta warga membandingkan 
kondisi ekonomi mereka antara pada akhir 2005 
itu dengan kondisi tahun 2004, 31% rumah 
tangga di Engkuni Pasek mengatakan bahwa 
kondisi mereka turun, 24% mengatakan stabil, 
dan 45% mengatakan mengalami peningkatan 
(lihat Tabel 6). Alasan utama bagi keluarga yang 
menyatakan mengalami penurunan ekonomi adalah 
penghentian total pembalakan (liar) akibat ketatnya 
pengawasan pemerintah dan kenaikan harga setelah 
subsidi BBM dihentikan. Rumah tangga yang 
melaporkan kenaikan kondisi ekonominya adalah 
mereka yang memiliki kebun karet produktif yang 
luas, karena mereka mendapatkan keuntungan 
dari kenaikan harga20. Keluarga yang melaporkan 
kondisi ekonominya stabil adalah mereka yang 
menerima gaji, seperti guru atau pegawai Pemda. 
Warga Engkuni Pasek menderita akibat hilangnya 
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penghasilan tunai dari pembalakan (liar), sehingga 
banyak yang harus mengembalikan sepeda motor 
yang dibeli secara kredit. Tetapi gaji dan penyadapan 
karet tetap bertahan sebagai sumber penghasilan 
yang relatif stabil. Karena itulah kebanyakan warga 
beralih dari kayu ke karet, sementara yang belum 
memiliki kebun karet mulai menanam pohon-
pohon karet dengan harapan harganya tetap tinggi. 

Warga kampung Jontai paling merasakan 
dampak perubahan kebijakan. Sebanyak 52% 
rumah tangga melaporkan kondisi ekonomi mereka 
turun dibandingkan tahun 2004, dan hanya 28% 
yang melaporkan peningkatan kondisi. Alasan 
utama penurunan ini adalah hilangnya penghasilan 
dari pembalakan akibat pengawasan yang ketat di 
kawasan hutan mereka. Penghasilan dari pembayaran 
imbalan juga turun, karena warga kehilangan 
posisi tawar mereka sejak izin pengusahaan hutan 
diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat untuk 
perusahaan. Bagi sebagian keluarga, pembayaran 
biaya imbalan juga terhenti karena hutan di 
lokasi mereka telah habis. Dampak positif dari 
berkurangnya pembayaran ini adalah jumlah konflik 
dalam kampung ikut berkurang. Tetapi kebanyakan 
warga sangat kecewa dengan perubahan kebijakan 
tersebut dan membandingkannya dengan masa Orde 
Baru, saat mereka tidak diperbolehkan menebang 
kayu di hutan yang secara tradisional mereka miliki. 
Kebanyakan rumah tangga tidak memiliki pilihan 
mata pencaharian alternatif, dan harus menghadapi 
kenaikan biaya hidup. Sama seperti di Engkuni 
Pasek, sebagian warga Jontai harus mengembalikan 
barang-barang yang dibeli secara kredit atau menjual 
perhiasan emas mereka untuk menutupi kebutuhan 
hidupnya. Rumah tangga yang melaporkan 
perbaikan kondisi memberikan alasan yang berbeda, 
misalnya kondisi rumah mereka meningkat, toko 
mereka laris, atau bahkan mendapatkan suami 
baru. Sebagian besar rumah tangga di Jontai beralih 
kembali ke strategi subsistensi dan ditunjang dengan 
upah harian dan rotan sebagai penghasilan tunai 
tambahan. Namun dibanding penghasilan dari 

pembalakan (liar), memotong dan menjual rotan 
dirasakan sebagai pekerjaan yang berat dan tidak 
memuaskan, karena harga rotan yang tetap rendah21. 
Karenanya, warga mulai berharap agar dalam waktu 
dekat ada pertambangan batubara yang dibuka di 
kawasan mereka sehingga mereka dapat menikmati 
pembayaran kompensasinya. 

Di Muara Nayan, 54% rumah tangga melaporkan 
kondisi mereka tidak berubah dibanding pada 
tahun 2004, 14% melaporkan perbaikan, dan 32% 
penurunan. Alasan utama penurunan yang disebut 
warga adalah kenaikan harga barang dan turunnya 
penghasilan dari kayu. Tidak seperti di sekitar 
Sendawar, kegiatan pembalakan (liar) tidak berhenti 
sama sekali di sekitar Muara Nayan.  Hal ini karena 
pengawasan pemerintah terhadap pembalakan liar 
difokuskan di seputar pusat Kutai Barat. Warga 
yang melaporkan mengalami peningkatan kondisi 
ekonomi adalah keluarga yang mampu memperbaiki 
rumahnya dan dua pemilik toko di Muara Nayan 
yang usahanya terus berkembang. Dengan 
berkurangnya penghasilan dari kayu, sebagian besar 
sumber penghasilan warga Muara Nayan adalah 
upah buruh harian di perkebunan sawit dan hal 
ini kian meningkatkan ketergantungan mereka 
terhadap perusahaan ini.

Secara umum, penghentian subsidi BBM 
menyebabkan kenaikan biaya hidup yang tajam di 
Kutai Barat, yang karena keterpencilannya harga-
harga di sini sebelumnya pun sudah tinggi. Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 100.000 per 
bulan untuk keluarga miskin sebagai kompensasi 
kenaikan harga sama sekali tidak dapat mengimbangi 
kenaikan biaya hidup di Kutai Barat, terlihat dari 
ongkos-ongkos transportasi naik hingga hampir dua 
kali lipat. Warga di ketiga kampung mengungkapkan 
ketidaksetujuannya dengan pembayaran BLT. 
Mereka lebih menghendaki bantuan dalam bentuk 
perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. 
Karena kecilnya nilai uang Rp 100.000 di Kutai 
Barat, tidak seperti yang terjadi di Jawa, warga 
tidak berebut bantuan tunai tersebut. Salah 
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Gambar 17: Pengeringan rotan di Jontai 

Gambar 16: Rumah gadai baru di Melak     

seorang warga, misalnya, menuturkan bahwa biaya 
transportasi untuk mengambil uang tersebut lebih 
tinggi daripada BTL itu sendiri.

Perubahan kebijakan di sektor kehutanan sangat 
terasa di ketiga kampung. Dengan pengawasan 
terhadap pembalakan liar yang kian ketat, salah 
satu sumber penghasilan penting selama 2004 
tersebut hilang atau setidaknya merosot tajam. 
Setelah wewenang ditarik kembali ke pemerintah 
pusat, perusahaan pembalak menerima IUPHHK 
langsung dari Departemen Kehutanan.  Dengan 
demikian, tidak ada lagi pengontrak warga kampung, 
sebagaimana diatur dalam HPHH. Perubahan posisi 
ini segera diikuti dengan penurunan pembayaran 
biaya imbalan yang dibayarkan perusahaan 

pembalakan, karena warga tidak lagi memiliki daya 
tawar. Berdasarkan sistem HPH lama, imbalan di 
Jontai yang semula Rp 3.000 per m³ naik menjadi 
Rp 65.000  per m³ menurut regulasi HPHH. 
Tetapi berdasarkan IUPHHK baru, besarnya 
imbalan ini kembali turun dan bervariasi (selama 
2005-2007) antara Rp 25.000 hingga 45.000 
per m³ tergantung dari kemampuan berunding 
warga dan lokasi hutannya. Secara keseluruhan 
kebijakan kehutanan yang baru ini melemahkan 
posisi masyarakat setempat dan menghilangkan 
sumber penghasilan yang menjanjikan, sementara 
perusahaan pembalak cukup mengganti ijin dan 
meneruskan kegiatannya. 
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4. Kesimpulan

Persepsi masyarakat Dayak Benuaq terhadap kemiskinan 

Masyarakat Dayak Benuaq membedakan pemahaman umum tentang kemiskinan yang 
dalam arti sempit didasarkan pada kekurangan materi, dengan konsep kehidupan yang baik 
(bolupm bueq) dan kehidupan yang buruk (bolupm daat).  Konsep kehidupan yang baik dan 
buruk ini mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, dan emosional. Pengkajian 
tentang aspek-aspek kesejahteraan paling penting menunjukkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan pokok, penghidupan yang terjamin secara ekonomi, dan hubungan sosial yang 
baik menjadi inti kesejahteraan bagi warga Benuaq. Aspek kesejahteraan yang dianggap 
paling penting hampir tidak berbeda antara responden laki-laki dan perempuan dan hanya 
sedikit berbeda pada berbagai kelompok umur. Penilaian atas kesejahteraan subyektif 
berbeda di antara ketiga kampung dan juga sedikit berbeda berdasarkan jenis kelamin, 
dalam hal ini perempuan melaporkan kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. 
Perbedaan terbesar dalam kesejahteraan subyektif ini ditemukan saat kondisi ini dinilai 
berdasarkan usia.  Berdasarkan kelompok umur, generasi tua cenderung merasa tidak 
sesejahtera kalangan muda. Konsep Dayak Benuaq tentang kesejahteraan hampir serupa 
dengan konsep kesejahteraan (wellbeing) dan kesengsaraan (illbeing).  Hal ini juga sejalan 
dengan pendapat awal bahwa pengukuran kemiskinan dari sisi kesejahteraan (wellbeing) 
dan kesengsaraan (illbeing) sangat berguna dan sesuai dengan aspirasi warga itu sendiri. 

Pengaruh desentralisasi terhadap kesejahteraan Dayak Benuaq

Desentralisasi membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan masyarakat 
Dayak Benuaq. Pembentukan kabupaten baru terbukti meningkatkan partisipasi politik 
dan hak penentuan nasib sendiri dari warga yang sebelumnya terpinggirkan ini dan 
mengarah pada munculnya elit-elit Dayak baru. Infrastruktur dan pelayanan pemerintah 
meningkat di berbagai sektor. Contoh utamanya adalah bangunan gedung pemerintahan 
baru dan jalan-jalan baru, selain juga peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. 
Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah terlihat di semua kampung meski 
sering tidak sesuai dengan harapan pejabat pemerintah daerah dan warga karena buruknya 
implementasi dan lemahnya mekanisme pengawasan. Secara umum, pembangunan 
kabupaten ini terkonsentrasi di sekitar pusat kabupaten dan hal ini mengecewakan bagi 
sebagian warga yang tinggal di kecamatan-kecamatan yang jauh.

Desentralisasi membuka beberapa kesempatan bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. 
Pembalakan (liar), pembayaran kompensasi, dan imbalan menjadi sumber penghasilan 
tunai sementara yang menggiurkan. Peningkatan penghasilan ini diikuti peningkatan 
kekayaan materi berjangka pendek, karena hanya sedikit keluarga yang menggunakan 
uang mereka untuk investasi jangka panjang. Pekerjaan baru di pemerintahan daerah dan 
peningkatan harga karet menghadirkan sumber penghasilan yang lebih stabil meskipun 
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tidak terlalu menjanjikan. Karena peluang warga 
untuk menikmati kesempatan ekonomi baru ini 
bervariasi, demikian juga cara mereka memanfaatkan 
keuntungan yang diperoleh dari kesempatan tersebut.  
Hal ini menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan 
dalam kampung secara tajam. Konflik antar warga 
kampung dan antara kampung dengan perusahaan 
meningkat sejak desentralisasi. Sebagian besar 
konflik ini disebabkan oleh kesenjangan pembagian 
keuntungan dan pertentangan klaim atas lahan dan 
sumber daya alam yang semakin tinggi nilainya. 
Banyak konflik yang kian diperparah dengan 
kecenderungan ke arah kepemilikan individual 
dan melemahnya mekanisme penyelesaian konflik 
tradisional.

Desentralisasi menyebabkan peningkatan 
pemanfaatan sumber daya alam yang ekstraktif, 
seperti pembalakan kayu dan pertambangan 
batubara.  Kegiatan ini mengurangi luas dan 
kualitas hutan di Kutai Barat serta meningkatkan 
pencemaran. Dalam jangka panjang, situasi ini akan 
berakibat pada hilangnya strategi penghidupan 
alternatif dan ketergantungan yang tinggi terhadap 
pasar. Longgarnya pengawasan pemerintah 
daerah terhadap pembalakan, pertambangan, 
dan perkebunan sawit semakin memperburuk 
lingkungan alam dan sosial. Setelah subsidi BBM 
dihentikan dan kebijakan di sektor kehutanan 
diresentralisasi, kondisi ekonomi sebagian besar 
rumah tangga menurun. Sementara warga di 
Engkuni Pasek dan Jontai dapat menghidupkan 
lagi strategi penghidupan alternatif mereka, warga 
Muara Nayan sekarang justru lebih tergantung pada 
perusahaan sawit di daerahnya.

Secara umum, desentralisasi menghadirkan 
banyak peluang baru tetapi dengan ongkos bagi 
lingkungan sosial dan alam yang tinggi. Pemanfaatan 
peluang ekonomi dan politik baru yang tidak 
berimbang dan pengerukan sumber daya alam 
meningkatkan kerentanan kehidupan masyarakat 
Dayak Benuaq dan mengancam keberlangsungan 
lingkungan dan sosial mereka. Model NESP berikut 
merangkum agregat kecenderungan kesejahteraan 

di Kutai Barat berdasarkan perubahan yang teramati 
selama penelitian lapangan.

Mengukur kesejahteraan dan kemiskinan 
secara komprehensif
Menggunakan konsep kemiskinan yang luas 
terbukti sangat membantu, dan dalam penelitian ini 
bahkan sejalan dengan persepsi masyarakat Dayak 
Benuaq. Model NESP memberikan kerangka yang 
berguna untuk menilai perubahan kesejahteraan 
setempat. Model ini merupakan pengembangan dari 
Pendekatan Matapencaharian yang Berkelanjutan 
(Sustainable Livelihood Approach – SLA) dan 
terkait erat dengan Pendekatan Lima-Modal (Five 
Capital Approach_yang merupakan alat bantu yang 
tepat untuk mengukur kekuatan rakyat tetapi sulit 
digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis 
proses yang sedang berlangsung. Model NESP 
terbukti dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengukur multidimensionalitas kemiskinan dengan 
indikator yang kuantitatif (Gönner dkk. 2007a) dan 

Gambar 13: Agregat kecenderungan 
kesejahteraan di Kutai BaratGambar 13
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juga kerangka untuk menganalisis kesejahteraan 
secara kualitatif. Melalui konteks lingkungan yang 
beragam, model ini menunjukkan kerumitan 
kemiskinan dan imbangan-imbangan yang terjadi. 
Karena itu, model ini secara komprehensif bisa 
mencerminkan kondisi kesejahteraan terkini atau 
memotret kecenderungan kesejahteraan yang 
teramati, meskipun tidak dapat mengungkap jalinan 
sebab akibat dan logika di balik dan antar lingkungan-
lingkungan tersebut. Pendekatan antropologi 
budaya yang holistik dengan metode observasi 
partisipan klasiknya dapat memberi pemahaman 
mendalam tentang hubungan sebab akibat yang 
rumit, motivasi dan kehendak dari berbagai pelaku, 
serta keterikatan antara desentralisasi dengan proses-
proses perubahan budaya lainnya. Pemahaman-
pemahaman ini berguna untuk mengembangkan 
dan menyempurnakan model NESP. Antropologi 
budaya memberi banyak peluang dalam penelitian 
tentang kemiskinan. Dengan pendekatan ini 
peneliti dapat mengukur persepsi warga setempat 
tentang kemiskinan, memperoleh pemahaman 
rinci tentang keselarasan pada tingkat mikro, dan 
menyumbang bagi pengembangan konsep dan 
model kemiskinan.

Bagaimana desentralisasi mempengaruhi 
kemiskinan

Desentralisasi selalu bertautan dengan faktor-
faktor lain dan dengan proses sosial, ekonomi, 

serta dengan perubahan sosial yang berlangsung 
terus menerus. Di Kutai Barat, faktor-faktor ini 
berbaur dengan semangat reformasi dan perubahan 
budaya Dayak Benuaq saat ini. Di sejumlah tempat, 
desentralisasi mempercepat proses perubahan 
tersebut. Misalnya, naiknya nilai sumber daya alam 
meningkatkan individualisasi hak-hak atas sumber 
alam itu. Tetapi desentralisasi tidak mempengaruhi 
semua aspek yang terkait dengan kemiskinan dan 
tidak dapat secara otomatis dianggap memiliki 
keberpihakan kepada  rakyat miskin. Sebaliknya, 
desentralisasi membentuk kerangka baru yang 
para pelaku dan hubungan kekuasaannya masing-
masing menentukan siapa yang mendapatkan 
keuntungan dan siapa yang tidak. Dengan demikian, 
desentralisasi dapat dipandang sebagai suatu aturan 
permainan baru yang perlu ditafsirkan, digunakan, 
dan disempurnakan oleh para pelaku setempat 
dalam berinteraksi. UU merupakan aturan main. 
Tetapi masyarakat membuat aturan sendiri, tidak 
menaati dan bermain-main dengan aturan itu, 
dan dengan demikian mereka ikut menentukan 
dampak desentralisasi. Desentralisasi adalah proses 
dinamis dengan dampak jangka panjang dan jangka 
pendek yang sulit dihindari sehingga selalu harus 
dihadapi dan dipahami dalam konteksnya masing-
masing. Karena itu, penelitian tentang kemiskinan 
dan desentralisasi di kemudian hari harus berupaya 
untuk memahami berbagai motivasi, jaringan, 
permainan kekuasaan, kelompok kepentingan, dan 
proses pengambilan keputusan informal. 
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5. Rekomendasi

Setelah memaparkan dampak positif dan negatif desentralisasi terhadap kesejahteraan di 
Dayak Benuaq dan menyajikan pemahaman tentang jalinan sebab akibat dan perimbangan 
untung rugi antara berbagai kecenderungan, pertanyaan yang terungkap adalah apa yang 
dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat perkembangan yang 
positif.  Tim proyek kami telah menyusun sejumlah rekomendasi umum dan beberapa saran 
metodologis yang sangat spesifik dan berorientasi tindakan untuk meningkatkan efektivitas 
pemantauan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kutai Barat (Gönner 

dkk. 2007a dan 2007b, Cahyat dkk. 2007,  Andrianto dkk. 2006 dan CIFOR 2007).
Peluang untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sangat 

tergantung pada lingkungan pendukung. Untuk meningkatkan kesejahteraan di Kutai 
Barat, kemampuan warga miskin harus dimanfaatkan dan diperkuat. Oleh karena itu, 
pemerintah daerah harus mempelajari strategi-strategi mata pencaharian setempat yang 
ada dan memastikan bahwa strategi mata pencaharian alternatif tidak hilang akibat 
praktek pengambilan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Selain itu, Pemda harus 
menciptakan kerangka kelembagaan yang mendukung strategi peningkatan kesejahteraan 
yang swadaya dan berkelanjutan. Warga kampung di Kutai Barat memang memerlukan 
kesempatan ekonomi seperti pekerjaan dan pasar, tetapi di samping itu mereka juga 
membutuhkan kesempatan politik untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

di daerahnya. Pemerintah daerah, bersama jenjang pemerintahan lain dan sektor swasta, 

memiliki peran besar untuk menciptakan kesempatan tersebut. Pemda juga berkewajiban 
mengendalikan sektor swasta dan menegakkan kewajiban hukum, lingkungan, dan sosial 
perusahaan guna mengurangi dampak negatif praktek perusahaan terhadap lingkungan, 

dan memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat. Kerentanan juga perlu dikurangi. Hal 
ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan fungsi jaring pengaman sosial seperti asuransi 
kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan makanan bersubsidi.  Selain itu kerentanan dapat 
dikurangi dengan tindakan sektor swasta dan lembaga tradisional seperti jaring pengaman 

berbasis keluarga atau masyarakat. Kerentanan ekonomi dapat dikurangi dengan diversifikasi 

penghasilan dan berbagai portofolio strategi mata pencaharian alternatif. Akan tetapi upaya 

ini sangat tergantung pada kualitas lingkungan alam. Terakhir, diperlukan pelestarian 
lingkungan untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan peningkatan kesejahteraan 
warga setempat. Mengorbankan lingkungan atau kerukunan sosial untuk tujuan ekonomi 
jangka pendek tidak akan meningkatkan kesejahteraan. Memahami dan menyeimbangkan 
untung-rugi antara berbagai aspek kesejahteraan merupakan syarat penting dan hal ini 

merupakan tantangan yang besar bagi pengambil keputusan di Kutai Barat.
Rekomendasi utama untuk pemerintah daerah Kutai Barat untuk meningkatkan 

kesejahteraan dalam kerangka desentralisasi meliputi (Gönner dkk. 2007b):
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Meningkatkan pemantauan dan perencanaan 
•	 Memperoleh pemahaman yang lebih baik 

tentang kemiskinan di Kutai Barat (siapa yang 
miskin, seberapa miskin mereka, di mana mereka 
tinggal dan mengapa mereka miskin, apa yang 
dapat dilakukan, dan bagaimana fakta-fakta ini 
berubah dari waktu ke waktu) 

•	 Memfasilitasi perencanaan pembangunan 
masyarakat 

•	 Mengembangkan proses perencanaan yang lebih 
partisipatif

Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan
•	 Meningkatkan pelayanan penyuluhan (hutan 

kemasyarakatan, pertanian, manufaktur)
•	 Memberi lebih banyak kegiatan pengembangan 

kapasitas (misalnya, kursus pelatihan) bagi 
masyarakat

•	 Meningkatkan jumlah dan kualitas guru dan 
membuka sekolah menengah (SLTP)

•	 Meningkatkan jumlah dan kualitas petugas dan 
fasilitas kesehatan

•	 Memberi insentif yang lebih banyak bagi tenaga 
kesehatan dan pendidikan yang bekerja di 
kawasan terpencil

•	 Memantau kehadiran dan kualitas tenaga 
pendidikan dan kesehatan

•	 Meningkatkan akses kepada masyarakat 
terpencil, khususnya di Mahakam atas dan di 
Bentian Besar

•	 Meningkatkan infrastruktur ekonomi (jalan dan 
jembatan, pasokan energi, komunikasi)

•	 Meningkatkan jumlah pendidikan kejuruan.

Mempertahankan sistem subsidi
•	 Melanjutkan program Askes Gakin untuk warga 

miskin
•	 Melanjutkan program beras subsidi (Raskin)
•	 Meneruskan program sekolah gratis, sampai 

SLTA
•	 Meneruskan penerbangan bersubsidi ke Hulu 

Riam.

Meningkatkan lingkungan alam
•	 Membuat dan menegakkan kerangka hukum 

untuk pemanfaatan sumber daya hutan yang 
berkelanjutan, termasuk sumber daya alam dan 
pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat

•	 Mendukung upaya-upaya konservasi 
•	 Menetapkan insentif bagi upaya reboisasi
•	 Menengahi pertentangan antara aturan adat dan 

sumber daya hukum
•	 Menegakkan kewajiban hukum perusahaan (yang 

berkenaan dengan masyarakat dan lingkungan/
pencemaran).

Meningkatkan lingkungan ekonomi
•	 Menciptakan lingkungan pendukung yang stabil 

untuk pembangunan ekonomi 
•	 Menarik investor
•	 Mendukung wirausaha lokal, misalnya melalui 

keringanan pajak selama tahap awal
•	 Menentukan upah minimum bagi karyawan 

perusahaan untuk mengatasi jerat utang 
•	 Membentuk dan menegakkan peraturan 

keselamatan kerja dan persyaratan kesehatan 
dasar bagi karyawan 

•	 Mendukung usaha kecil menengah (misalnya, 
melalui layanan bantuan perintisan termasuk 
pengurangan pajak)

•	 Memperkuat kecakapan masyarakat setempat  
dalam pengelolaan keuangan 

•	 Mendata dan mendukung strategi mata 
pencaharian lokal yang berkelanjutan, misalnya, 
sistem mata pencaharian berdasarkan budi daya 
padi di dataran tinggi dan perolehan pendapatan 
dari sektor bukan pertanian

•	 Memfasilitasi akses ke modal dan pasar, juga 
melalui perluasan lembaga-lembaga kredit.

Meningkatkan lingkungan sosial
•	 Mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan 

kelompok sosial yang sesuai
•	 Menawarkan mediasi konflik dan sengketa antar 

kampung atau antara kampung dan perusahaan
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•	 Mendorong kerukunan sosial
•	 Mendorong kolaborasi antara kelompok 

kepentingan setempat
•	 Menyebarkan jumlah dan kualitas pembangunan 

secara lebih merata.

Meningkatkan lingkungan politik
•	 Memberdayakan kampung dan kelompok yang 

rentan atau marginal melalui partisipasi yang 
lebih besar

•	 Membangun komunikasi dua arah yang tulus 
dengan warga miskin

•	 Meningkatkan tanggung gugat pemimpin 
kecamatan dan kampung terhadap 
konstituennya

•	 Memberikan dan menegakkan perlindungan 
hukum dan keamanan

•	 Memperkuat hak lahan tradisional dan hak 
pemanfaatan sumber daya

•	 Meningkatkan transparansi dan melawan 
korupsi.
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Catatan Akhir
1 ‘Kami’ mengacu pada Tim Proyek CIFOR-BMZ secara 

keseluruhan.
2 	 Perkecualian dari kecenderungan ini adalah karya Oscar 

Lewis (misal, 1971 dan 1996) dan sub bidang antropologi 
tindakan dan antropologi perkotaan. Antropologi perkotaan 
secara khusus berkembang subur di AS (Curtis 1999 
dan Susser 1996). Tetapi upaya ini belum dapat memberi 
pengaruh kuat terhadap penolakan ‘kemiskinan’ secara 
umum dalam disiplin ini.

3 	 Terdiri dari para ilmuwan sosial, antropolog budaya , ahli 
kehutanan, dan ekonomi.

4 	 Lembaga-lembaga ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS), 
Badan Perencanaan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 
saat itu), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan 
Bakar Minyak (PKPS-BBM), Gerakan Sendawar Makmur 
(GSM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) UNDP.

5 	 Lingkungan yang berbeda-beda ini merupakan upaya 
analitis untuk memecah kompleksitas hidup menjadi 
beberapa bidang yang dapat diukur dan harus dilihat sebagai 
bagian tak terpisahkan karena berbagai lingkungan ini saling 
mempengaruhi satu sama lain.

6 	 Masa penelitian ini terbagi ke dalam tiga masa tinggal, yakni 
antara Februari 2004 sampai Februari 2005, Maret 2005 
sampai Juni 2005, dan Oktober 2005 sampai Maret 2006. 
Untuk setiap masa tinggal, saya menetap di masing-masing 
dari ketiga kampung dalam waktu yang sama.

7 Untuk uraian tentang ketiga kampung dan kriteria 
pemilihannya, lihat 2.1

8 	 Terdiri dari 120 orang di Engkuni Pasek, 120 orang di 
Jontai dan 60 orang di Muara Nayan, dengan proporsi yang 
seimbang antara generasi anak, orang tua dan kakek dan 
nenek, serta antara laki-laki dan perempuan. 

9 	 Terdiri dari 30 rumah tangga di Engkuni Pasek, 30 rumah 
tangga di Jontai, dan 20 rumah tangga di Muara Nayan, yang 
mewakili minimal 50% rumah tangga di setiap kampung.

10 	Dari Rp 372.4 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp 663.1 
miliar  pada tahun 2003 (Andrianto 2006, p. 30). 

11 	Menurut Weinstock, istilah ini berasal dari kata haring, 
yang berarti ‘ada dengan sendirinya’, ‘sumber’ atau ‘vitalitas’ 

(1983: 18). Afiliasi dengan Kaharingan berperan besar dalam 
perjuangan kemerdekaan Propinsi Dayak, yang berakhir 
pada pembentukan Kalimantan Tengah pada tahun 1957.

12	 Kebanyakan statistik di Indonesia (misal, BKKBN) 
menghitung jumlah keluarga berdasarkan kepala keluarga 
(kk) per desa dan tidak selalu berdasarkan jumlah anggota 
dalam rumah tangga.

13 Undang-undang tentang Pemerintahan Desa UU No. 
5/1979 

14	 BPK dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kutai Barat No.17/ 2001 tentang Pembentukan Badan 
Perwakilan Kampung.

15	 Warga kadang-kadang menggunakan istilah tebeetn atau 
kabeh untuk ‘miskin’. Tetapi menurut saya, istilah ini tidak 
padan dengan ‘miskin’ melainkan lebih menjelaskan situasi 
kehidupan yang buruk (bolupm daat).

16 Di kawasan Jempang bahasanya sedikit berbeda dan dapat 
ditemukan istilah bolupm buatn. Konsep bolupm bueq 
mengingatkan akan istilah kesejahteraan. Tetapi kedua istilah 
ini tidak bersinonim karena kesejahteran menggarisbawahi 
konsep kemiskinan yang digunakan BKKBN dan terbatas 
pada aspek kesejahteraan sosial ekonomi (Cahyat 2004).

17 	Banyak kebun hutan di Muara Nayan rusak akibat kebakaran 
hutan dan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Di Jontai 
warga memiliki jauh lebih banyak kebun rotan daripada 
kebun karet. Saat saya tinggal di sana, harga rotan sedang 
turun.

18	 Hasil ini sangat mirip dengan hasil pemantauan kemiskinan 
yang diadakan di 223 kampung di Kutai Barat oleh proyek 
CIFOR-BMZ tahun 2006, yaitu 43,5% rumah tangga 
menyatakan kesejahteraan subyektif mereka sangat rendah, 
27,5% sedang, dan 29% baik (Gönner dkk. 2007b).

19 	Harga karet di Engkuni Pasek naik dari Rp 300 per kg 
sebelum 1997 menjadi Rp 3.100 per kg pada tahun 2004, 
hingga Rp 3.700 per kg pada awal 2005.

20 	Harga karet meningkat menjadi Rp 4.200 per kg pada akhir 
tahun 2005 dan terus naik, dan mencapai Rp 5.600 pada 
pertengahan 2007.

21 	Antara tahun 2004 dan 2005 harga rotan jenis sega di Jontai 
distabilkan pada Rp 800 per kg.
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Laporan penelitian ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kutai Barat, 
Kalimantan Timur sebagai bagian dari proyek Menjadikan Pemerintah Daerah Lebih 
Tanggap Terhadap Kemiskinan: Pengembangan Indikator dan Alat untuk Mendukung 
Pengembangan Penghidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi yang didanai CIFOR-
BMZ. 

Laporan menunjukkan bahwa dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan Dayak 
Benuaq, masyarakat yang bergantung pada hutan, kelompok mayoritas masyarakat di Kutai 
Barat.  Laporan ini menyajikan persepsi masyarakat Dayak Benuaq tentang kemiskinan 
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